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ABSTRAK 

 

Asuransi berkaitan langsung dengan perjanjian yang mana perjanjian 

terbentuk karena pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata 

sepakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan dalam 

bentuk akta yang dinamakan polis. Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan 

nama apapun berikut lampiran nya merupakan satu kesatuan dengannya, tidak 

boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran 

yang berbeda. Seperti kasus yang terjadi di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta, 

seorang Tertanggung yang mengajukan klaim akan tetapi klaim ditolak oleh pihak 

perusahaan karena sudah memasuki tahun ke empat pertanggungan yang pada 

tahun tersebut bentuk pertanggungannya yaitu Total Loss Only atau Kerugian 

Total. Penjelasan tentang bentuk kerugian tersebut tidak tertera dalam isi 

perjanjian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji 

tentang keabsahan perjanjian asuransi, pelaksanaan klaim dan penyebab klaim 

dari Tertanggung yang  ditolak oleh pihak perusahaan. 

Guna menjawab permasalahan yang ada, maka penyusun melakukan 

penelitian lapangan yang bersifat deskripstif-analisis yang bertempat di PT. 

Asuransi Sinar Mas Yogyakarta di Gedung Bank Sinarmas Jl. Ring Road Utara. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 

Pimpinan Cabang PT. Asuransi Sinar Mas dan Tertanggung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara kedua 

belah pihak sudah sah menurut ketentuan dalam KUH Perdata. Untuk pelaksanaan 

klaim ditahun pertama dapat terlaksana karena syarat pengajuan klaim sudah 

dapat terpenuhi. Akan tetapi klaim kedua pada tahun keempat pertanggungan 

tidak dapat terlaksana karena sudah masuk dalam bentuk pertanggungan kerugian 

total. Klaim ditolak karena masuk dalam pertanggungan kerugian total, yang 

mana perusahaan baru dapat mengganti kerugian apabila kerusakan yang biaya 

pertanggngannya sama atau lebih dari harga kendaraan yang dipertanggungkan. 

Ketiadaan penjelasan kerugian total membuat Tertanggung menafsirkan sendiri isi 

perjanjian. Maka penafsiran perjanjian menjadi penting ketika seorang 

Tertanggung ragu akan isi perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1348 KUH 

Perdata menafsirkan bahwa lampiran yang tidak masuk dalam isi perjanjian harus 

menjadi satu kesatuan dari perjanjian asal. Penafsiran hukum juga menafsirkan 

bahwa pemberian ganti rugi dengan bentuk pertanggungan kerugian total yaitu 

apabila biaya perbaikan setara atau lebih dari harga kendaraan yang 

dipertanggungkan. 

Kata kunci: Perjanjian Asuransi, Penafsiran Perjanjian, Pelaksanaan 

Perjanjian 
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MOTTO 

 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali nampak 

begitu mustahil, kita baru yakin kalau kita telah 

berhasil setelah melakukannya dengan baik. 

 “Jika kebahagiaanmu tak pernah datang, buatlah 

kebahagiaan itu sendiri” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap masyarakat pasti menginginkan kehidupannya berjalan dengan aman 

dan tentram tanpa musibah atau kejadian apapun yang menimpa keluarganya, diri 

sendiri atau harta bendanya. Masyarakat pada saat ini banyak disibukkan oleh 

suatu kegiatan atau rutinitas yang sering kali membuat masyarakat tidak sadar 

bahwa pada kehidupan sekarang ini membutuhkan suatu perlindungan yang 

khusus. Perlindungan tersebut bisa perlindungan untuk dirinya sendiri, keluarga, 

atau harta benda yang dimiliki. Pada era jaman sekarang ini kebutuhan 

masyarakat yang semakin banyak dan mendesak tentunya resiko-resiko yang 

nantinya akan banyak timbul dari suatu kebutuhan masyarakat yang semakin 

banyak dan mendesak kini ada berbagai macam asuransi yang ditawarkan oleh 

perusahaan-perusahaan asuransi guna mengurangi resiko yang akan timbul nanti. 

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu bentuk perjanjian antara satu 

pihak untuk melimpahkan suatu resiko kepada pihak lain yang bertanggung jawab 

untuk memikul beban resiko tersebut dan sebagai kontra prestasi atas pelimpahan 

tanggung jawab ini maka pihak yang mengalihkan risikonya memilik kewajiban 

untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Risiko yang dimaksud adalah 
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keadaan tidak pasti akan terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa yang 

menimbulkan suatu rasa tidak aman dan menciptakan kerugian
1
 

Saat ini resiko dapat dialihkan pada suatu lembaga sebagai pihak penanggung 

kerugian. Lembaga pengalihan resiko dimaksud adalah perasuransian atau 

lembaga pertanggungan terjemahan dari insurance atau verzekering, yaitu sebuah 

lembaga yang berbentuk badan hukum didirikan untuk menerima perlimpahan 

resiko dari orang lain. Meskipun pengalihan resiko ini bukan berati 

menghilangkan kemungkinan akan adanya ketidak pastian tetapi lembaga ini 

mampu menyediakan pengamanan secara finansial maupun secara ketenangan 

batin bagi tertanggung.
2
 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian 

menjelaskan mengenai pengertian asuransi yaitu: 

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung 

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada 

hasil pengelolaan dana.
3
 

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan umum 

mengenai asuransi diatur dalam pasal 246 yang berbunyi: 

                                                           
1
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi (Jakarta:Sinar Grafika, 

1992), hlm.14 
2
 Khotibul Umam, Memahami Dan Memilih Produk Asuransi (Yogyakarta:Pustaka 

Yustisia), hlm.211 
3
 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 
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“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima 

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 

dideritanya karena ssuatu peristiwa.”
4
 

Pertanggungan atau asuransi adalah sebuah jaminan perlindungan terhadap 

finansial yang kita miliki akibat terjadinya suatu hal yang merugikan keuangan. 

Ada banyak jenis asuransi yang saaat ini bisa kita gunakan, salah satu diantaranya 

adalah asuransi kecelakaan mobil yang mampu memberikan perlindungan 

terhadap kendaraan yang kita miliki. Kecelakaan berkendara merupakan resiko 

yang harus ditanggung oleh siapa saja yang berada di jalan raya. Terutama bagi 

para pengendara atau pun penumpang kendaraan beroda dua ataupun mobil. 

Mobil merupakan kendaraan yang memiliki penawaran harga mahal sehingga 

penting bagi kita sebagai pemiliknya untuk melindungi.
5
 

Suatu asuransi berkaitan langsung dengan perjanjian yang disepakati oleh 

kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung.
6
Dalam ketentuan pasal 

255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta 

yang disebut polis. Selanjutnya pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 

Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah No. 81 Tahun 2008Tentang Perusahaan Perasuransian menentukan, 

polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau 

kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang 

                                                           
4
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 225.  

5
 Harrania.com/2017/03/22/tips-memilih-produk-asuransi-kecelakaan-mobil. Diakses 

pada 4 April 2017. 
6
 Djoko Prakoso dan I ketut Mustika, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta:Bumi 

Aksara,1987), hlm.263. 
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ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau 

mempersulit mengurus haknya. 

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui 

bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian 

asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang 

tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat 

yang memungkinkan perbedaan interprestasi, sehingga mempersulit tertanggung 

dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan 

asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat 

khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban 

untuk mencapai tujuan asuransi.
7
 

Perjanjian terbentuk karena pernyataan kehendak dari para pihak dan 

tercapai kata sepakat diantara mereka yang kemudian dituangkan dalam bentuk 

kata-kata lisan atau tulisan, sikap, maupun tindakan. Belum tentu pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki pola pikir yang sama.penafsiran 

perjanjian sangat diperlukan apabila para pihak memiliki pola pikir yang saling 

bertentangan. Karena apabila bersikukuh terhadap pola pikir masing-masing, 

perjanjian tersebut akan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Penafsiran perjanjian 

menjadi penting apabila isi perjanjian menimbulkan keraguan bagi salah satu 

pihak yang terlibat dalam perjanjian.
8
 

                                                           
7
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,1999), hlm.180. 
8
 Herlin Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang 

Kenotariatan (Bandung:Citra Aditya Bakti,2010), hlm.123. 
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Akan tetapi penafsiran menjadi penting apabila isi perjanjian menimbulkan 

keraguan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini lah yang 

menyebabkan pola pikir antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.
9
 

Sebagaimana kasus yang terjadi di perusahaan Asuransi Sinar Mas Yogyakarta, 

dimana seorang tertanggung yaitu pak Hary Siswanto, beliau tidak bisa 

mengajukan klaim setelah ia mengalami kecelakaan mobil yang diasuransikan 

diperusahaan Sinar Mas, dikarenakan dalam polis perjanjian tidak dijelaskan 

mengenai klausul yang membahas tentang macam-macam bentuk kerugian yaitu 

berupa All Risk dan Total Loss Only (TLO). 

Diketahui bahwa pak Hary mengasuransikan mobilnya selama 4 tahun 

pertanggungan. Tahun pertama beliau mengambil produk asuransi All Riks dan 

tahun setelahnya beliau mengambil produk Total Loss Only (TLO). Klaim ditolak 

oleh pihak perusahaan begitu saja dikarenakan sudah memasuki tahun ke 4, 

sedangkan dalam polis tidak menjelaskan secara rinci tentang TLO. Keterangan 

tentang ke 2 produk tersebut hanya tertera dalam halaman pertama perjanjian 

asuransi saja. Tentang pengertian dan penjelasan lebih lanjut sama sekali tidak 

tertera dalam isi perjanjian. 

Ketika melakukan kesepakatan diawal perjanjian, pihak asuransijugatidak 

menjelaskan secara rinci bagaimana model produk yang akan diambil oleh 

tertanggung, pihak asuransi hanya menjelaskan pada intinya saja. Meskipun hal 

tersebut menjadi sebuah kebiasaan dalam berasuransi, kita harus tetap mengacu 

                                                           
9
Ibid., hlm. 130. 
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pada isi dari perjanjian yang ada. Karena dengan perjanjian itulah yang menjadi 

dasar untuk tertanggung melakukan klaim. 

Berdasarkan kasus yang penyusun paparkan diatas membuat diri penyusun 

tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan 

pelaksanaan dan penafsiran perjanjian asuransi yangakan disusun dalam sebuah 

karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:  

“Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas 

Yogyakarta” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara PT Asuransi Sinar 

Mas dengan Tertanggung sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian? 

2. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi oleh Tertanggung terhadap PT 

Asuransi Sinar Mas dalam perjanjian asuransi kendaraan motor tersebut? 

3. Mengapa klaim asuransi yang dilakukan oleh Tertanggung ditolak oleh PT 

Asuransi Sinar Mas? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Hasil penelitian harus dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan (segi teoritikal) dan pembangunan pada 

umumnya (segi patrikal). Pada suatu kegiatan penelitian, suatu tujuan dan 

kegunaan tertentu. Adanya tujuan dan suatu penelitian sangat diperlukan guna 

memberikan arah dalam penyusun, melakukan penelitian sesuai dengan 
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maksud penelitian dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan dan kegunaan 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan, yakni berupa target yang ingin dicapai oleh penyusun sesuai 

dengan pokok masalah adalah: 

a. Untuk mengetahui syarat sah perjanjian. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam asuransi 

kendaraan bermotor. 

c. Untuk mengetahui bagaimna penafsiran dari perjanjian asuransi 

kendaraan bermotor. 

2. Kegunaan penelitian yang dihasilkan dari skripsi ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

menambah ilmu pengetahuan pembaca/ masyarakat dalam 

memecahkan permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh 

pembaca/ masyarakat terutama dalam asuransi. 

b. Secara praktis  

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang 

diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan yang berguna untuk pengembangan ilmu hukkum 

pada umumnya dan hukum asuransi pada khususnya. 

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil dari studi yang diharapkan 

menjadi pengembangan dalam perjanjian asuransi dan juga dapat menjadi 
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rujukan bagi perusahaan asuransi sinar mas dalam membuat suatu perjanjian/ 

kontrak. 

D. Telaah Pustaka 

Guna menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan di 

Indonesia, maka mahasiswa dalam menyusun karya ilmiyah diwajibkan untuk 

mampu menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang disusun dengan 

menampilkan beberapa karya ilmiah terdahulu sebagai pembanding. 

Sebuah karya tulis milik Dwi Nining Purwandari yang berjudul Ganti rugi 

asuransi kendaraan bermotor (studi kasus pada asuransi wahana tata 

Yogyakarta). karya tulis tersebut mengemukakan tentang pelaksanaan ganti 

rugi atas kendaraan yang hilang, yang mana pembayaran ganti rugi tersebut 

diberikan oleh perusahaan asuransi. Akan tetapi hambatan dalam pelaksanaan 

pemberian ganti rugi tersebut salah satu nya yaitu terjadi kesalahpamahaman 

tertanggung terhadap isi perjanjian karena minimnya penjelasan yang 

diberikan penanggung mengena isi polis.
10

 Kaitannya dengan skripsi yang 

penyusun tulis yaitu tentang penafsiran perjanjian yang mana apabila dalam isi 

perjanjian kata-kata yang digunakan bisa menimbulkan pola pikir yang 

berbeda bagi keduanya. Dalam hal inilah pihak perusahaan harus memberikan 

penjelasan kepada tertanggung. 

                                                           
10

Dwi Nining Purwandari, Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada 

Asuransi Wahana Tata Yogyakarta), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2004.  
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Karya ilmiah milik Dwi Endah Ernawati yang berjudul penerapan asas-

asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT 

Asuransi Raksa Pratikara di wilayah Surakarta yang menjelaskan tentang 

penerapan asas-asas asuransi yang pada hakekatnya tidak sepenuhnya dapat 

diterapkan secara tegas.
11

 Perbedaannya yaitu karya tersebut menitik beratkan 

penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi sedangkan 

skripsi yang penyusun tulis lebih kepada pelaksanaan dan penafsiran 

perjanjian. 

Skripsi yang berjudul perlindungan hukum bagi tertanggung dalam 

perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Multi Arta Guna 

yang disusun oleh Ahmad Muzakki tentang perlindungan hukum bagi 

tertanggung dalam hal terjadinya pengajuan klaim asuransi yang ditolah oleh 

perusahaan tanpa alasan yang jelas dan logis.
12

 Yang membedakan dengan 

skripsi dari penyusunan yaitu terletak pada ketidakjelasan isi perjanjian 

asuransi kendaraan bermotor yang mana hal tersebut menjadi alasan 

ditolaknya klaim dari tertanggung. 

Skripsi milik Wayah Dirgantari Nazhufa yang berjudul  pelaksanaan 

asuransi kendaraan bermotor dalam pengamanan kredit pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (persero) cabang Yogyakarta Katamso yang mana penyelesaian 

klaim disini para pihak saling berhubungan yaitu antara pihak bank dan pihak 

                                                           
11

Dwi Endah Ernawati, “ Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian 

Asuransi Kendaraan Bermotor di PT.Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta”. Program 

Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. 
12

Ahmad Muzakki, “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi 

Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Arta Guna”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017. 
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asuransi.
13

 Yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu pelaksanaan 

perjanjian asuransi. Yang mana karya tulis milik Wayah terdapat 3 pihak yang 

terlibat dalam perjanjian tersebut, sedangkan skripsi yang penyusun buat 

hanya 2 pihak saja. 

Karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan tentang asuransi kendaraan 

bermotor memaparkan tentang banyaknya kasus terkait klaim oleh 

tertanggung yang ditolak oleh pihak asuransi karena kesalahpahaman 

Tertanggung dalam memahami polis. Hal tersebut dikarenakan ketidakjelasan 

isi polis yang di dalamnya masih terdapat kalimat yang menimbulkan 

penafsiran. Adapun pentingnya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan 

klaim dan penafsiran yang digunakan dalam memahami perjanjian asuransi. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Landasan teoritis merupakan dukungan teori, konsep, asas, dan pendapat-

pendapat hukum dalam membangun kebenaran dari permasalahan analisis.
14

 

Mengingat betapa pentingnya kerangka konsepsional dan juga landasan 

teoritis
15

 yang digunakan sebagai alur logika atau penalaran, konsep, definisi 

dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial yang disusun secara 

                                                           
13

Dirgantari Nazhufa, “Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor dalam Pengamanan 

Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta Katamso.Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2003. 
14

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2003), 

hlm.141. 
15

 Soerjono Soekamto dan Sri Mahmuji, Metode Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7. 
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sistimatis 
16

 dalam suatu penelitian yang menghubungkan antar konsep yang 

ada. Dengan demikian, penyusun dalam melakukan penelitian ini 

menggunakan beberapa teori sebagai pijakan dasar, guna menerangkan suatu 

fenomena social secara sistematis, antara lain: 

1. Perjanjian 

KUH Perdata memberikan penjelasan terkait dengan perjanjian 

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
17

 Istilah 

Belanda overeenkomst yang berasal dari kata kerja overeenkomen yang 

artinya setuju atau sepakat, yang dalam arti bahasa Indonesia disebut 

dengan istilah perjanjian, ada pula yang menyebut dengan istilah 

persetujuan maupun perikatan. Pada rumusan tersebut memberikan 

konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua 

pihak, dimana satu pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak 

yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).
18

 

Pada buku yang berjudul, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” 

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa, perjanjian itu adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan akta sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak tersebut speakat untuk 

menentkan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat 

                                                           
16

 Burhan Ash Shofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press,1986), hlm.6. 
17

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 

2003), hlm. 1 
18

 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000) hlm.31. 
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mereka untuk ditaati dan dijalankan. Apabila kesepakatan itu dilanggar 

maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman.
19

 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

sesorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksankan suatu hal.
20

 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian 

adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 

akibat hukum adapun unsur-unsur perjanjian menurut teori perjanjian 

adalah adanya perbuatan hukum, penyesuaian kehendak dari beberapa 

orang, penyesuaian kehendak harus dinyatakan, perbuatan hukum 

terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih pernyataan 

kehendak yang sesuai harus saling bergantungan satu sama lain, 

kehendak ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum, akibat 

hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban atau timbal balik, 

dan persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan 

perundang-undangan.
21

 

2. Penafsiran perjanjian 

Penafsiran perjanjian (de uitlegging van de overeenkomst) diatur 

dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya, 

                                                           
19

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 

1989), hlm.96. 
20

Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1976), hlm.45. 
21

 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hlm.25. 



13 
 

akan tetapi, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang tidak 

dimengerti oleh para pihak.
22

 

Menafsirkan suatu perjanjian berarti menemukan dan menentukan 

arti dari pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk 

menimbulkan akibat hukum. 

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para 

pihak dan tercapainya kata sepakat diantara para pihak tersebut. 

Penyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan maupun 

tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau symbol.tanda 

atau symbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat 

untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu 

akibat hukum. Pasal 1342-1351 KUH Perdata hanya menyebutkan 

“kata-kata suatu perjanjian”. Namun, dimaksudkan disini ialah kata-

kata, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, termasuk pula tanda-

tandanya.
23

 

Menurut Van Schilfgaarde, penafsiran tidaklah terbatas pada 

persoalan tata bahasa belaka. Penafsiran yuridis normatif pun penting 

dan ini menyoal akibat hukum dari sudut pandang hukum objektif. Ini 

berarti bahwa penafsiran yuridis normatif dilakukan dengan tujuan 

memunculkan pengertian yang menyimpang atau berbeda dari tujuan 

yang diharapkan oleh para pihak, satu dan lain hal karena maksud 

                                                           
22

Ibid., hlm. 11. 
23

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang 

Kenotariatan (Bandung:Citra Aditya Bakti,2011), hlm.123 
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tujuan dari para pihak ternyata bertentangan dengan hukum 

(objektif).
24

 

Menurut Asser-Rutten/Hartkamp memaknai penafsiran perjanjian 

adalah menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih, pemaknaan tersebut mempunyai hubungan 

dengan keadaan dari suatu peristiwa nyata yang berkaitan dengan dan 

karena nya menentukan apa akibat hukum yang muncul dari 

pernyataan-pernyataan tersebut.
25

 

Dalam sistem common law, seperti yang berlaku di Amerika 

Serikat, dikenal juga cara penafsiran perjanjian oleh pengadilan untuk 

mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak. Uniform commercial code menyebutkan tiga cara untuk 

melakukan interpretasi hukum, yaitu course of performance, course of 

dealing, dan usage of trade.
26

 

Selain penafsiran perjanjian terdapat juga penafsiran gramatikal 

yaitu penafsiran hukum yang didasarka pada maksud pengertian 

perkataan–perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan 

hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang 

lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. 

3. Pelaksanaan perjanjian 

                                                           
24

Ibid., hlm. 124. 
25

Ibid., hlm. 130. 
26

Firman Floranta Adonora, Aspek-aspek Hukum Perikatan (Bandung: Mandar Maju, 

2014), hlm. 116. 
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Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, “suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan I’tikad baik”. Pasal ini merupakan ukuran 

objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan 

norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian ialah 

pemenuhan hak dan kewajiban yang telah di perjanjikan oleh pihak-

pihaknya supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.
27

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian 

yang terkait dengan perjanjian asuransi yang dirancang oleh pihak 

perusahaan asuransi sinar mas Yogyakarta. Penyusun mencari data dan 

mewawancarai dari pihak tertanggung (pak Hary) dan penanggung 

(Pimpinan Perusahaan). 

2. Sifat penelitian 

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan analisis dengan 

pendekatan yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu dengan mengamati 

dan menganalisis pelaksanaan perjanjian asuransi dengan KUH 

                                                           
27

 http://Lumayun.blogspot.co.id/2011/05 pembatalan-dan-pelaksanaan-suatu.html. 

diakses.5 april 2017. 
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Perdata dan undang-undang yang mengatur. Terutama tentang 

perjanjian yang telah disepakati oleh tertanggung dan penanggung. 

3. Pendekatan penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada 

aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan 

mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian. Sedangkan normatif 

adalah dengan melihat peraturan yang berlaku yang di dalamnya 

mengatur tentang asuransi. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai 

macam aturan hukum yang berlaku yang bersifat formal seperti 

undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang 

kemudian menjadi pokok pembahasan.
28

 

4. Bahan penelitian 

Bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini 

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Data primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung 

berdasarkan hasil penelitian baik berupa wawancara maupun 

dokumen-dokumen resmi. 

                                                           
28

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 194. 
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b. Data sekunder, terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri 

atas peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 40 

Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

2) Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang 

berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori 

hukum sebagai penunjang bahan baku primer yang 

berupa buku-buku, karya ilmiah, atau jurnal. 

3) Bahan baku tersier (non hukum) yakni bahan-bahan 

hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer 

dan sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kamus hukum, dan ensikopedia. 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu bapak 

Harydan pihak perusahaan asuransi sinar mas dan berpedoman pada 

pokok permasalahan yang dikaji. 

b. Dokumen dan kepustakaan. Merupakan pengumpulan data dengan 

cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang 

berkaitan dengan judul yang diteliti, dokumen-dokumen atau arsip-

arsip, makalah dan surat kabar. Diantaranya polis perjanjian 

asuransi bermotor. 
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6. Teknik analisis data 

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan, wawancara 

akan dianalisi secara kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis 

kualitatif, merupakan metode analisi data yang mengelompokkan dan 

menyeleksi data yang diperoleh dan penelitian lapangan menurut 

kualitas kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan teori-teori 

yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diajukan. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Secara teoritis sitematika skripsi yang berjudul “Perjanjian Asuransi 

Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta” ini terdiri 

dari lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut: 

BAB Pertamaberisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB Kedua berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian asuransi, 

penafsiran perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. 

BAB Ketiga berisi tentang gambaran umum tentang asuransi, asuransi 

kecelakaan mobil, dan perlindungannya. 

BAB Keempat berisi tentang analisis perjanjian asuransi kendaraan 

bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta. 
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BAB Kelima berisi tentang kesimpulan sebagai penutup yang 

merupakan benang merah permasalahan yang diperoleh dari hasil suatu 

penelitian dan saran yang berisikan kritik, komentar, atau masukan 

masukan kepada semua pihak terkait perjanjian asuransi pada khusunya 

masyarakat luas umumnya, yang penyusun harapkan dapat memberikan 

dampak positif pada pembangunan di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN ASURANSI, 

PENAFSIRAN PERJANJIAN, DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN 

A. Perjanjian 

1. Pengertian perjanjian 

   Istilah belanda overeenkomst yang berasal dari kata kerja 

overeenkomst yang artinya setuju atau sepakat, yang arti dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan istilah perjanjian, ada pula yang menyebutnya 

dengan istilah persetujuan maupun perikatan. Sebagaimana telah 

dicantumkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian 

adalah suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.
29

 Pada perumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa 

dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah 

pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lain adalah pihak yang 

berhak atas prestasi tersebut (kreditur).
30

 Sedangkan dalam Black’s Law 

Dictionary yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak itu adalah “An 

agreement between two or more persons which creates an obligation to do 

or not to doa particular thing”.
31

 

   Lemahnya definisi perjanjian seperti yang telah dikemukakan 

diatas, maka timbul lah berbagai macam definisi mengenai perjanjian yang 

diberikan para ahli. Antara lain: 

                                                           
29

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, hlm. 1. 
30

 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, hlm. 31. 
31

 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2009), hlm. 24. 
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a. Hartono Hadisoeprapto menyatakan bahwa, perjanjian adalah sumber 

perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan 

itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.
32

 

b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaannya.
33

 

c. Pada buku yang berjudul Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Soedikno 

Mertokusumo menyatakan bahwa, perjanjian itu adalah hubungan 

hukum antara dua pihak atatu lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum, dua pihak tersebut sepakat untuk 

menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat 

mereka untuk ditaati dan dijalankan. Apabila kesepakatan itu dilanggar 

maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman.
34

 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan 

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adapun unsur-

unsur perjanjian menurut teori perjanjian adalah adanya perbuatan hukum terjadi 

karena kerja sama antara dua orang atau lebih pernyataan kehendak yang sesuai 

harus saling bergantungan satu sama lain, kehendak ditujukan untuk menimbulkan 

akibat hukum, akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain 

                                                           
32

 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan 

(Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm.35. 
33

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), hlm. 

78.  
34

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, hlm. 96. 
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atau timbal balik, dan persesauian kehendak harus dengan mengingat peraturan 

perundang-undangan.
35

 

Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki 

pengertian yang sama. Ciri perjanjian yang utama ialah bahwa perjanjian 

merupakan suatu tulisan yang memuat janji para pihak secara lengkap dengan 

ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti 

tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para 

pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu:
36

 

a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji 

b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam 

suatu perjanjian. 

c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban. 

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegak hukum. 

 

2.Asas-Asas Perjanjian 

  Asas-asas yang terkandung dalam perjanjian antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka) 

 Berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 semua orang bebas untuk 

menutup kontrak atau perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang 

akan mengikat para pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan, 

                                                           
35

Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hlm. 25. 
36

 Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 143. 
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bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul 

akibat dari kelalaiannya (atau hanya bertanggungjawab sampai batas 

tertentu saja).
37

 

  Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja 

menurut kehendak hatinya, hanyalah undang-undang yang 

menghendaki, bahwa tiap orang yang mempunyai hutang-hutang 

kepada orang-orang lain, harus menjaga jangan sampai dari akibat 

perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi kurang, hingga 

orang-orang yang masih menghutangkan akan dirugikan. 

  Dengan demikian bukan berarti bahwa undang-undang 

memberikan hak dan kebebasan secara mutlak kepada individu terkait 

perjanjian. Terhadap berkontrak diberlakukan pembatasan-

pembatasan, baik yang diberikan oleh undang-undang yang bersifat 

memaksa, tata karma atau kesusilaan maupun yang berhubungan 

dengan ketertiban umum. 

b. Asas Konsensualisme (kesepakatan) 

   Konsensualisme berasal dari kata consensus berarti sepakat. Asas 

konsensualisme adalah pada dasarnya suatu asas yang menyatakan 

bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah 

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa pada pasal 

                                                           
37

 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Peranjian Buku II (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 148. 
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tersebut ditentukan mengenai salah satu syarat sah nya perjanjian yakni 

persetujuan antara dua belah pihak
38

 hal itu sudah menjadi sah apabila 

sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek 

perjanjian dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Kesepakatan yang 

dimaksud adalah antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu 

persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu, 

dikehendaki juga oleh pihak lain.
39

 

 Pengertian diatas dapat dikatakan pada dasarnya suatu perjanjian 

yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang yang telah 

mengikat diantara mereka dan karenanya juga telah melahirkan hak 

dan kewajiban bagi pihak yang terikat perjanjian tersebut, tepat pada 

saat orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau yang disebut 

dengan konsensus. 

c. Asas I’tikad Baik 

 Asas yangmengatur ketentuan terkait dengan I’tikad baik diatur 

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yanga menegaskan “perjanjian 

harus dilaksanakan dengan I’tikad baik”. Dimaksudkan bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan I’tikad baik. Pertama yang harus 

diperhatikan adalah bahwa pasal-pasal ini berbicara tentang I’tikad 

baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian itu 

ada.
40

 

                                                           
38

Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, hlm. 10. 
39

 Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 15. 
40

J. Satrio, Hukum Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.365. 
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 Menurut Salim H.S. pada bukunya yang berjudul Hukum Kontrak 

Teori dan Penyusunan Kontrak, beliau membagi asas I’tikad baik ke 

dalam dua macam, yakni:
41

 

1) I’tikad baik nisbi 

 I’tikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah 

laku yang nyata dari subyek. 

2) I’tikad baik mutlak 

 I’tikad baik mutlak adalah penilaiannya terletak pada akal sehat dan 

keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan 

(penilaian tidak memihak) menurut norma-norma obyektif. 

d.Asas Kepastian Hukum (Pacta Sun Servanda) 

   Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang”.
42

 Dalam Pasal 1338 diatas, kata “secara sah” berarti 

memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan kata 

“berlaku sebagai undang-undang” berarti mengikat orang terhadap 

siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak dengan membuat 

perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka 

sendiri.
43

 Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak 

melaksanakannya, maka pihak lainnya dalam perjanjian berhak untuk 

                                                           
41

 Salim H.S., Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, hlm. 11. 
42

Ibid., hlm. 10. 
43

 J. Satrio, Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II, hlm. 148. 
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memaksa pelaksanaanya melalui mekanisme dan jalur hukum yang 

berlaku.
44

 

   Dengan peninjauan pengertian tersebut maka asas kepastian hukum 

(pacta sun servanda) merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga 

harus menghormati dan tidak melakukan intervensi terhadap substansi-

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya 

sebuah undang-undang. 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

 Diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata bahwa pada umumnya 

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain 

untuk diirnya sendiri. Masih terkait pada asas kepribadian, diatur dalam 

Pasal 1340 KUH Perdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak 

yang membuatnya.
45

 

 Hal ini menunjukkan bahwa yang di maksud dengan asas 

kepribadian adalah pihak yang membuat perjanjian bertindak sesuai 

dengan kapasitas untuk pribadinya sendiri yakni dalam maksud 

perjanjian yang dibuat dengan pihak lain. 

3. Dasar Hukum Perjanjian 

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian antara lain adalah:  

a. Pasal 1233 KUH Perdata: “perikatan lahir karena suatu persetujuan 

atau karena undnag-undang”. 

                                                           
44

 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 59. 
45

Salim H.S., Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, hlm. 12. 
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b. Pasal 1313 KUH Perdata: “suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih”. 

c. Pasal 1320 KUH Perdata: “sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab 

yang halal. 

4. Syarat Sahnya Perjanjian 

 Peraturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang harus 

terpenuhi dalam suatu peristiwa hukum perjanjia telah tercantum 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

c. Adanya obyek. 

d. Adanya kausa yang halal. 

 Dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan yang apabila salah 

satu syarat tersebut tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian, maka syarat sah nya perjanjian dapat digolongkan menjadi 

dua syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif terdapat 

pada poin pertama dan kedua karena mengenai orang-orang atau 

sebagai subjek dalam melakukan suatu perjanjian. Sedangkan syarat 

obyektif terdapat pada poin ketiga dan keempat karena mengenai 

perjanjian sendiri yaitu obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. 

Berikut adalah penjabaran mengenai syarat sah nya suatu perjanjian: 
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a. Adanya Kesepakatan (Toesteming/izin) Kedua Belah Pihak 

  Kata sepakat sebagai suatu syarat dari perjanjian 

merupakan wujud dari kehendak dua atua lebih dalam perjanjian 

mengenai apa yang dikehendaki untuk dilaksanakan, dan siapa yang 

wajib melaksanakan. 

  Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah suatu kehendak 

dari pihak-pihak yang harus bersesuaian satu sama lain. Sebuah 

perjanjian biasanya diawali dengan adanya penawaran dan 

permintaan yang saling berhubungan yang kemudian timbul 

kesepakatan diantara mereka. Kata sepakat ini bisa dilakukan 

dengan tegas ataupun diam-diam.
46

 

  Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUH 

Perdata sendiri tidak mengaturnya, akan tetapi dalam ilmu 

pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut:
47

 

1) Teori kehendak (Wilstheorie) 

  Kata sepakat dianggap muncul saat para pihak menyatakan 

kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian. 

2) Teori Kepercayaan (Vetrouwenstheorie) 

                                                           
46

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 

55. 

 
47

 Gatot Supramono, Perbankan dalam Masalah Kredit (Jakarta: Djambatan, 1996), 

hlm.56 
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  Kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap muncul 

manakala telah terjadi pada saat terjadi pernyataan salah satu 

pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak lain. 

3) Teori Ucapan (Uitingstheorie) 

  Yang dilihat adalah dari ucapan (jawaban) debitur. Yang 

mana kata sepakat telah terjadi saat debitur mengucapkan 

persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. 

4) Teori Pengiriman (Verzandingstheori) 

  Kata sepakat terjadi apabila debitur telah mengirimkan 

surat jawaban kepada kreditur yang mana surat tersebut telah 

diberikan stempel (cap) oleh kantor pos. 

5) Teori Penerimaan (Ontvangstheori) 

  Kata sepakat ini muncul ketika kreditur menerima surat 

jawaban dari debitur, yaitu pada saat kreditur membaca surat 

tersebut, karena pada saat itu kreditur mengetahui kehendak 

debitur. 

6) Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie) 

 Teori ini lebih luas dibandingkan dengan teori penerimaan 

karena kata sepakat terjadi manakala kreditur mengetahui bahwa 

debitur telah menyatakan menerima penawarannya. Selain itu 

dalam penjelasan lain, disebut juga bahwa kedua belah pihak 

dalam suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika 
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perjanjian itu terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, 

atau penipuan.
48

 

a) Paksaan (Dwang) 

 Ancaman harus berupa suatu perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang dan datangnya ancaman bisa 

berasal dari pihak manapun termasuk pihak ketiga. Suatu 

pihak mengancam debiturnya dengan undang-undang yang 

diperkenankan oleh undang-undang, maka tindakan 

tersebut adalah sah secara hukum.
49

 

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata 

paksaan yang terjadi data menimbulkan suatu ketakutan 

bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu 

kegiatan. 

b) Kekhilafan (Dwaling) 

 Menurut Subekti yang dimaksud dengan kekhilafan 

adalah bilaman sala satu pihak khilaf terhadap hal-hal 

pokok dari apa yang diperjanjikan atau sifat-sifat penting 

dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun 

tentang pihak mana perjanjian itu dilaksanakan. 

Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, sehingga 

                                                           
48

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Internasa, 1980), hlm. 135. 
49

Sri Soedewi Majchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bag A Seksi Hukum Perdata 

(Yogyakarta: FH UGM, 1980), hlm, 135. 
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seandainya pihak tersebut tidak khilaf mengenai hal itu, ia 

tidak akan memberikan persetujuan.
50

 

c) Penipuan (Bedrog) 

 Termaktub dalam Pasal 1328 KUH Perdata bahwa 

penipuan merupakan suatu alasan untuk, membatalkan 

perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah 

satu pihak adalah sedemikiannya hingga terang dan nyata 

bahwa pihak yang lain tidak lelah membuat perikatan itu 

jika dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak 

dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Dikenal pula 

unsur lain yang dapat membuat kesepakatan menjadi tidak 

bebas dan berakibat bahwa perjanjian tersebut dapat 

diminta pembatalan, yaitu adanya penyalahgunaan 

keadaan (undue influence/misbruik van de 

omstandeghen).
51

 

b. Kecapakan untuk Melakukan Perbuatan Hukum 

  Kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah suatu 

kecakapan bertindak. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 

akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 

mengadakan perjanjian adalah orang-orang yang cakap dan 

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang 
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Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hlm. 135. 
51

 J. Satrio, Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II, hlm, 350. 
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cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu berumur 

21 tahun atau sudah kawin. Sedangkan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak berwenang untuk 

melakukan perbuatan hukum untuk membuat perjanjian-

perjanjian yaitu:
52

 

1) Orang-orang yang belum dewasa; 

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan; 

3) 0rang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, pada umumnya semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang membuat persetujuan-

persetujuan tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya 

istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 

Tahun 1963. 

c. Adanya Obyek Perjanjian (Onderwerp der Overeenskomst) 

Adanya suatu obyek tertentu sebagai pokok perjanjian dan 

sebagai obyek perjanjian, baik berupa benda maupun suatu prestasi 

tertentu. Obyek itu dapat berupa benda berwujud. Suatu perjanjian 

harus mempunyai pokok (obyek) suatu barang yang paling sedikit 

ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat tidak 
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Yahman, Karakteristk Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (Jakarta: Kencana, 
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ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung 

atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1330 KUH Perdata).
53

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek 

perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa 

yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. 

Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.  

Prestasi terdiri atas:
54

 

1) Memberikan sesuatu; 

2) Berbuat sesuatu; 

3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). 

d. Adanya Kausa Yang Halal (Geoorloofde Orzaak) 

  Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian 

dari orzaak (kausa yang halal). Namun tetapi hanya disebutkan kausa 

yang terlarang. Suatu sebab yang terlarang adalah apabila 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum.
55

 

   Dapat disimpulkan bahwa kausa yang halal 

menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang 
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tidak bertentangan dengan undnag-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum.
56

 

5. Jenis perjanjian 

Terdapat berbagai macam jenis-jenis perjanjian, diantaranya yakni 

jenis perjanjian berdasarkan bentuknya terdiri atas: 

a. Perjanjian lisan 

 Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam wujud lisan atau hanya kesepakatan lisan para pihak 

saja. 

b. Perjanjian tertulis 

 Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tulisan disebut juga dengan istilah akta. 

Sedangkan jenis perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban: 

a. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban 

pada salah satu pihak saja sedangkan untuk pihak lain hanya 

mempunyai hak saja. 

b. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak 

dan kewajiban pada masing-masing pihak dan mempunyai 

hubungan satu dengan yang lainnya. 

 

6. Unsur perjanjian 
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 Menurut Sudikno Mertokusumo, unsur-unsur dalam suatu 

perjanjian antara lain adalah:
57

 

a. Unsur Essentialitaadalah unsur yang mutlak harus ada untuk 

terjadinya suatu perjanjian; 

b. Unsur Naturalia adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara 

khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya 

dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan 

pembawaan atau melekat pada perjanjian; 

c. Unsur Accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut 

secara tegas dalam suatu perjanjian. 

7. Hapusnya Perjanjian 

 Perjanjian akan berakhir pada umumnya ketika tujuan perjanjian 

telah terpenuhi atau para pihak telah melaksanakan perjanjian 

sebagaimana yang telah disepakati bersama. Sedangkan hal-hal yang 

dapat menghapuskan suatu perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh 

setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum 

Perikatan, bahwa menurut beliau perjanjian dapat terhapus karena:
58

 

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak; 

b. Telah ditentukan batas berlaku oleh undang-undang; 

c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir; 
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d. Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging), hal ini dapat 

dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak; 

e. Perjanjian dapat berakhir karena putusan hakim; 

f. Tujuan perjanjian telah tercapai; 

g. Dengan perjanjian para pihak; 

 

B. Perjanjian Asuransi 

   Pada dasarnya, dalam setiap kehidupan manusia itu selalu 

mengandung berbagai kemungkinan yang sifatnya positif maupun negatif. 

Suatu kemungkinan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang 

tidak pasti, karena manusia tidak akan pernah tau kemungkinan-

kemungkinan seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Suatu 

keadaan tidak pasti tersebut menjadikan manusia berada pada posisi yang 

tidak aman dan tidak nyaman disebut sebagai resiko. 

   Menurut Sri Redjeki Hartono, dengan memandang akibat yang 

ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu yang menimbulkan suatu 

ketidak pastian. Resiko digolongkan menjadi dua yaitu:
59

 

a. Speculative Risk (resiko spekulatif) yang mengandung dua unsur yaitu 

kemungkinan timbul kerugian (Loss) dan kemungkinan ada 

keuntungan (again), dalam resiko speculative, apakah ia akan berakibat 

menjadi kerugian atau menjadi keuntungan, tidak dapat dipastikan 

sebelumnya. Juga seseorang tidak mudah dapat memperoleh 
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keterangan-keterangan jauh-jauh sebelumnyaatau mengetahui tentang 

terjadinya atau terwujudnya resiko itu apakah berkali-kali, apakah akan 

secara berat dan besar. Pada resiko spekulatif dapat dihindari secara 

dini tergantung pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

b. Pure Risk (resiko murni) yang selalu membawa konsekuensi yang 

tidak menguntungkan karena mengandung satu unsur saja. Sifat tidak 

menguntungkan itu tidak hanya pada seorang tertentu saja tetapi 

berlaku umum bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena resiko 

murni initidak dapat dihindari maka perlu mencari jalan untuk 

mengatasinya. 

 Salah satu cara dalam mengendalikan resiko tersebut adalah 

dengan cara berasuransi. Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu 

perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

 Apabila syarat-syarat perjanjian secara umum telah terjadi, maka 

kedua belah pihak mempunyai hak-hak dan kewajban-kewajiban. 

Adapun dalam hal ini pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian 

asuransi adalah pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak 

tertanggung (peserta asuransi). Dalam hal ini, pihak penanggung 

adalah pihak terhadapnya resiko tersebut dialihkan, yang seharusnya 

dipikul sendiri oleh tertanggung karenan menderita suatu kerugian atas 

suatu peristiwa yang tidak tentu. Resiko ini hanya dialihkan kepada 

penanggung bila adanya premiyang diberikan oleh terrtanggung. Jadi, 
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dengan adanya premi ini, pihak penanggung mengikatkan dirinya 

untuk menanggung resiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak 

tertanggung.
60

 Pihak tertanggung sebagai orang-orang yang 

berkepentingan mengadakan perjanjian asuransi adalah sebagai pihak 

yang berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, 

sekaligus atau berangsur-angsur, dengan tujuan akan mendapat 

penggantian atas kerugian yang mungkin akan dideritanya akibat dari 

suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.
61

 

 Asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko menggunakan perjanjian 

sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bentuk 

dan sifat dari perjanjian asuransi dapat dilihat dari beberapa sudut 

pandang, yaitu: 

a. Termasuk dalam perjanjian tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam 

Pasal 1313 KUH Perdata;
62

 

b. Perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak 

berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lian; 

c. Perjanjian konsensuil yang dianggap terbentuk dengan nama atau telah 

adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak, seperti yang 

terdapat dalam Pasal 257 ayat (1) KUHD. 

d. Perjanjian formil yaitu harus dalam bentuk tertulis.
63
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C. Penafsiran Perjanjian 

Penafsiran perjanjian (de uitlegging van de overeenkomst) diatur 

dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya, 

akan tetapi, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang tidak dimengerti 

oleh para pihak.
64

 

Menafsirkan suatu perjanjian berarti menemukan dan menentukan 

arti dari pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk 

menimbulkan akibat hukum. 

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para 

pihak dan tercapainya kata sepakat diantara para pihak tersebut. Penyataan 

kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan maupun tertulis, sikap 

atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau symbol.tanda atau symbol 

tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan 

kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum. Pasal 

1342-1351 KUH Perdata hanya menyebutkan “kata-kata suatu perjanjian”. 

Namun, dimaksudkan disini ialah kata-kata, baik dalam bentuk lisan 

maupun tertulis, termasuk pula tanda-tandanya.
65
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Menurut Van Schilfgaarde, penafsiran tidaklah terbatas pada 

persoalan tata bahasa belaka. Penafsiran yuridis normatif pun penting dan 

ini menyoal akibat hukum dari sudut pandang hukum objektif. Ini berarti 

bahwa penafsiran yuridis normatif dilakukan dengan tujuan memunculkan 

pengertian yang menyimpang atau berbeda dari tujuan yang diharapkan 

oleh para pihak, satu dan lain hal karena maksud tujuan dari para pihak 

ternyata bertentangan dengan hukum (objektif). 
66

 

Menurut Asser-Rutten/Hartkamp memaknai penafsiran perjanjian 

adalah menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih, pemaknaan tersebut mempunyai hubungan dengan 

keadaan dari suatu peristiwa nyata yang berkaitan dengan dan karena nya 

menentukan apa akibat hukum yang muncul dari pernyataan-pernyataan 

tersebut.
67

 

KUHP Perdata memberikan patokan untuk menafsirkan suatu 

perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pasal 1342 KUH Perdata, “jika kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, 

tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan 

penafsiran”.  

Dalam usaha mengetahui maksud kedua belah pihak maka hakim 

dapat menyelidiki bukti-bukti diluar perjanjian tertulis itu sendiri 

(extrinsic evidence). Bukti-bukti diluar perjanjian tertulis itu sendiri 
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misalnya adalah dokumen lain atau percakapan selama atau bahkan 

setelah terbentuknya perjanjian tertulis.
68

 

b. Pasal 1343 KUH Perdata, “jika kata-kata suatu perjanjian dapat 

diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki 

maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada 

memegang teguh arti kata-kata menurut huruf”.  

Ragam cara tersedia untuk menafsirkan kata-kata dalam perjanjian. 

Salah satunya beranjak dari upaya menyelidiki apa yang menjadi 

maksud kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian dan tidak 

melulu berpegah teguh pada makna kata-kata menurut huruf. 

Karenanya tatkala kita melakukan penafsiran, harus diungkap apa 

maksud tujuan sebenarnya dari para pihak. Pandangan demikian 

sejalan dengan teori kehendak, tetapi tidak selaras dengan teori 

kepercayaan.
69

 

c. Pasal 1344 KUH Perdata, “ jika suatu perjanjian dapat diberikan dua 

macam pengertian, harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji 

tersebut dilaksanakan dari pada pengertian yang tidak memungkinkan 

suatu pelaksanaan”.  

d. Pasal 1345 KUH Perdata, “jika terhadap kata-kata di dalam perjanjian 

dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian 

yang paling selaras dengan sifat perjanjian”.  
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Dalam hal ini, harus diperhatikan apakah perjanjian tersebut 

bersifat konsensuil atau harus memenuhi formalitas tertentu atau harus 

ada penyerahan uang atau barang sebagai syarat keabsahan 

perjanjian.
70

 

 

e. Pasal 1346 KUH Perdata, “apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan 

menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negerti atau tempat, 

dimana perjanjian telah dibuat”. 

Ketentuan pasal ini menurut kebiasaan berlaku dan diterapkan 

dalam lingkungan ahli yang berasal dari satu profesi, bidang 

perdagangan umum atau khusus.
71

 

f. Pasal 1347 KUH Perdata, “ hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya 

diperhatikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam 

perjanjian, meskipun tidak dengan tegasnya dinyatakan”. 

Pada waktu dulu penafsiran yang dianut di Amerika atau menurut 

Restatement First  didasarkan secara objektif sesuai dengan 

pendekatan dari Williston yaitu menurut pengertian atau harapan dari 

orang secara umumnya, tetapi dalam Restatement Second (sekarang) 

diikuti cara pendekatan Corbin yaitu pendekatan secara subjektif atau 
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pendekatan dengan mendahulukan maksud dari para pihak dan ini 

kiranya sesuai dalam pendekatan KUH Perdata.
72

 

g. Pasal 1348 KUH Perdata, “semua janji yang dibuat dalam suatu 

perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain ; tiap janji 

harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”. 

Janji-janji tambahan yang dibuat tersendiri harus dilampirkan pada 

perjanjian asal dan dengan tegas harus disebutkan bahwa lampiran 

tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asal.
73

 

h. Pasal 1349 KUH Perdata, “jika ada keragu-raguan, maka suatu 

perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta 

diperjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah 

meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang 

telah mengikatkan dirinya untuk itu”.  

Ketentuan ini harus diterapkan berdasarkan kepatutan. Kesukaran 

yang timbul adalah bahwa in concreto sulit untuk menetukan “orang 

yang minta diperjanjikan sesuatu hal” dan “orang yang mengikatkan 

dirinya untuk itu”. Karena pada perjanjian timbal balik justru para 

pihak saling menjanjikan suatu hal kepada pihak lainnya. Dalam hal 

ini demikian, maka tiap bedding harus dicermati dan dimaknai sendiri-

sendiri. 
74
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i. Pasal 1350 KUH Perdata, “ meskipun bagaimana luasnya kata-kata 

dalam mana suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya 

meliputi hal-hal yang nyata-nyata di maksudkan oleh kedua belah 

pihak sewaktu membuat perjanjian. 

j. Pasal 1351 KUH Perdata, “jika seorang dalam suatu perjanjian 

menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia 

dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun 

membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum dalam hal-hal yang 

tidak dinyatakan”. 

Dalam sistem common law, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, 

dikenal juga cara penafsiran perjanjian oleh pengadilan untuk mengisi 

kekosongan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Uniform 

commercial codeperformance, course of dealing, dan usage of trade. 

D. Pelaksanaan Perjanjian 

Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian disini ialah realisasi atau 

pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak 

supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa 

ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan 

perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk 

dilakukan.
75
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Pada umumnya dikatakan bahwa yang mempunyai tugas untuk 

melaksanakan perjanjian adalah mereka yang menjadi subyek dalam 

perjanjian itu. 

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, “suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan I’tikad baik”. Pasal ini merupakan ukuran objektif untuk menilai 

pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan 

kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang 

telah di perjanjikan oleh pihak-pihaknya supaya perjanjian itu mencapai 

tujuannya.
76
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI SINAR MAS, 

PERUSAHAAN ASURANSI, MACAM-MACAM ASURANSI, DAN 

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR 

 

A. Gambaran Umum Asuransi Sinar Mas  

PT Asuransi Sinar Mas didirikan pada tanggal 27 Mei 1985 dengan 

nama PT.Asuransi Kerugian Sinar Mas Dipta. Kemudian di tahun 1991 

berubah nama menjadi PT. Asuransi Sinar Mas.  

PT. Asuransi Sinar Mas (ASM) merupakan salah satu perusahaan 

asuransi umum terbesar di Indonesia. Sepanjang perjalanannya, ASM 

menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Premi bruto dan total 

asset Perusahaan secara konsisten  meningkat drai tahun ke tahun, termasuk di 

tahun dimana terjadi goncangan ekonomi global. 

Untuk melayani kebutuhan masyarakat akan asuransi, ASM mempunyai 

jaringan pemasaran yang luas di seluruh Indonesia. Total Kantor Cabang / 

Kantor Pemasaran ASM per September 2011 adalah 97 Kantor Cabang, 65 

Kantor Pemasaran, dan 1 Kantor Syariah. 

Dari sisi produk, ASM memiliki banyak variasi produk untuk 

melindungi asset/property, kesehatan dan diri nasabah baik nasabah individu 

maupun nasabah perusahaan. Selain produk konvensional yang telah ada 

seperti Asuransi Property, Marine/ Pengangkutan, Rekayasa/Engineering, 
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Bonding/Penjaminan, Kecelakaan dan Kesehatan, Kendaraan Bermotor, 

Tanggung Gugat/Liability dan Aneka/Miscellaneous, ASM juga memiliki 

produk-produk baru seperti asuransi proteksi PHK, asuransi simas ukm untuk 

proteksi kredit ukm, asuransi sepeda-simas sepeda, asuransi simas expatriate, 

asuransi simas hole in one dan simas golf insurance, serta yang terbaru adalah 

simas mobil bonus, produk asuransi kendaraan bermotor pertama yang 

memberikan no claim bonus sampai dengan 100% dari premi yang sudah 

dibayarkan. 

Selain inovasi produk, layanan dengan dukungan inovasi pada teknologi 

informasi, dukungan reasuransi juga merupakan faktor penting terwujudnya 

komitmen perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada nasabah selama ini. 

Perusahaan didukung oleh Perusahaan Reasuransi ternama Internasional seperti 

Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Toa Re, dll serta Perusahaan Reasuransi 

Nasional yakni Tugu Re, Nasional Re, Marein dan Reindo.
77

 

 

B. Perusahaan Asuransi 

  Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan mendefinisikan bahwa perusahaan adalah setiap 

bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus 

menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah 
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Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 

laba. 

  Pengertian asuransi terlebih dahulu diatur dalam Pasal 1774 KUH 

Perdata yang  berbunyi: 

  “suatu perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya 

mengenai untung ruginya, baik kepada semua pihak, maupu bagi 

sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. 

Demikian adalah: perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian 

dan pertaruhan. Perjanjian pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang” 

 

Namun sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian yang sekarang di ganti menjadi Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 menjadi tidak berlaku. Asuransi atau pertanggungan 

adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan 

dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari 

suatu peristiwa yang tidak pasti atau untk memberikan sesuatu pembayaran 

yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.
78

 

Peristiwa yang diikatkan dalam perjanjian antara penanggung dan 

tertanggung yaitu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti 
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atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam suransi peristiwa 

yang diperjanjikan dikenal sebagai sebuah resiko. Resiko dalam asuransi 

secara mudah dapat dipahami sebagai sebuah ketidakpastian dan kerugian.
79

 

Setelah dijabarkan mengenai pengertian perusahaan dan pengertian 

asuransi maka dapat diperoleh definisi umum mengenai perusahaan asuransi 

yang merupakan bentuk usaha mengelola resiko dalam usaha perasuransian, 

yang mana dalam kegiatan tersebut diperoleh keuntungan dan atau laba. 

Menurut Dr. Sri Rejeki Hartono dalam bukunya hukum asuransi dan 

perusahaa asuransi menjelaskan bahwa perusahaan asuransi adalah suatu 

lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih 

dan penerima resiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya 

menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang 

membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelangganya. 

Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan 

operasional, untuk  mencapai sasaran yang khas. Perusahaan mengusahakan 

para pelangganya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka 

menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu 

perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko 

pihak lain.
80
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Agar perusahaan asuransi dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka 

perlu adanya sebuah prinsip yang mempunyai kekuata mengikat atau 

memaksa. Adapun prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi. Diantaranya 

adalah:
81

 

1) Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan 

   Setiap pihak yang hendak mengajukan perjanjian asuransi harus 

mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Insurable 

interestmaksudnya adalah bahwa tertanggung harus mempunyai 

keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang 

belum pasti terjadi. Atas peristiwa itu orang yang bersangkutan menderita 

kerugian. 

   Prinsip kepentingan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD. Bahwa 

secara jelas Pasal 250 KUHD menyebutkan jika pada saat perjanjian 

asuransi, pertanggungan tidak memiliki kepentingan terhadap benda yang 

menjadi pertanggungan maka penanggung tidak wajib mengganti ganti 

rugi. 

   Kepentingan inilah yang menjadi perbedaan antara asuransi dengan 

perjudian. Jika asuransi tidak mempunyai kepentingan, maka asuransi 

menjadi perjudian. Hal yang perlu diingat dalam asuransi adalah bahwa 

kerugian yang akan dipertanggungkan tersebut haruslah dapat diukur 

dengan sejumlah uang. Sesuai dengan Pasal 260 KUHUD. 

2) Prinsip Indemnitas 
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 Melalui perjanjian asuransi, penanggung memeriksa proteksi atas 

kemungkinan kerugian ekonomi yang di derita tertanggung. Penanggung 

memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan 

penggantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami kerugian 

akibat suau peristwia yang tidak pasti. 

 Penggantian kerugian didalam asuransi tidak boleh mengakibatkan 

posisi finansial pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi 

sebelum ketugian itu terjadi. Asuransi hanya menempatkan kembali 

posisi awal tertanggung yang telah menderita kerugian menjadi sama 

dengan posisi sebelum kerugian terjadi. 

3) Prinsip Kejujuran Sempurna 

  Istilah ini sering juga disebut asas I’tikad baik yang sebaik-

baiknya. Perjanjian asuransi didasarkan pada asumsi bahwa calon 

tertanggung pada saat meminta perjanjian asuransi mengetahui semua 

resiko yang akan diasuransikan. Sedangkan penanggung tidak 

mengetahuinya. Bagi penanggung dalam menganalisa resiko yang akan 

diasuransikan tersebut sangat bergantung dari informasi yang diberikan 

calon pihak tertanggung. 

  Dengan demikian prinsip kejujuran sempurna menyangkut sebuah 

kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditututpnya perjanjian asuransi. 

Disinilah letak kekhusussan atas perjanjian asuransi. Dalam perjanjian 

biasa, I’tikad baik harus dijalankan setelah perjanjian selesai  disepakati 

dituntut untuk memberikan kejujuran yang sempurna. 
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4) Asas Subrogasi 

 Kerugian yang diderita tertanggung akibat terjadinya peristiwa 

yang tidak diharapkan terjadi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama bahwa 

terjadinya peristiwa tidak tertentu terjadi akibat dari orang ketiga. 

 Pada peristiwa yang pertama tertanggung dapat meminta ganti 

kerugian langsung kepada penanggung. Sedang dalam peristiwa kedua, 

tertanggung mempunnyai kesempatan untuk menuntut atas ganti kerugian 

kepada pihak ketiga dan pihak penanggung. Penggantian kerugian ata 

keduanya tentu melanggar asas indermitas. Namun jika pihak ketiga 

dibebaskan yang mana atas perbuatannya menimbulkan kerugian bagi 

tertanggung tentu hal ini sangat tidak adil. Dengan demikian pihak ketiga 

tetap mengganti kerugian. Hanya saja hak untuk meminta ganti kerugian 

itu dilimpahkan kepada pihak penanggung. 

5) Prinsip Kontribusi 

 Apabila seorang tertanggung menutup asuransi benda yang sama 

dan terhadap resiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam 

polis yang berlainan maka akan terjadi double insurance. Apabila hal itu 

terjadi maka masing-masing penanggung menurut imbangan dari jumlah 

untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang 

sebenarnya dari kerugian yang diderita tertangggung. 

 Jika terjadi kerugian pada obyek asuransi yang di daftarkan pada 

dua atau lebih asuransi terhadap resiko yang sama tentu jika ditotal, 

penerima manfaat akan mendapat nominal diatas nilai kerugian. Agar 
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tidak bertentangan dengan asas indemnitas maka yang dibayarkan hanya 

sebesar kerugian yang di derita. 

 

C. Macam-macam Asuransi 

 Menurut Abdulkadir Muhammad,
82

 asuransi dapat diklasifikasikan 

menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya. 

1. Menurut sifat perikatannya 

a. Asuransi Sukarela  

 Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan 

yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan 

perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi 

jiwa. 

b. Asuransi Wajib 

  Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh pemerintah 

bagi warganya yang bersifat wajb dan ditentukan oleh Undang-

Undang, salah satunya adalah asuransi social. 

2. Menurut Jenis Resiko 

a. Asuransi Resiko Perseorangan ( personal lines) 

 Asuransi resiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak 

dibidang perlindungan terhadap individu, resiko pribadi dari 

ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi. 
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b. Asuransi Resiko Usaha 

 Asuransi resiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang 

perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa 

tidak pasti berkaitan dengan resiko usaha yang mungkin dihadapi, 

misalnya armada angkutan, gedung, pertokoan. 

3. Menurut Jenis Usaha 

 Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) 

macam seperti yan diatur dalam Undang-Undang Asuransi, yaitu: 

a. Asuransi Kerugian 

   Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di 

bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman 

bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, 

asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi 

kendaraan bermotor dan asuransi kredit. 

b. Asuransi Jiwa  

   Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di 

bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari 

ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan 

diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup. 

c. Reasuransi  

   Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau 

asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau 
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perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung resiko yang terlalu 

berat. 

d. Asuransi Sosial 

   Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di 

bidang jasa perlindungan terhadap keselamata jiwa dan raga 

masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, 

kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatam karena 

pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut. 

   Penggolongan asuransi menurut KUHD di dalam Pasal 247 

menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, ialah:
83

 

a. Asuransi terhadap kebakaran; 

b. Asuransi terhadap biaya hasil-hasil pertanian; 

c. Asuransi terhadap kematian; 

d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan; 

e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di 

sungai-sungai. 

    Buku 1 KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang 

pertama, kedua dan ketiga. Jenis asuransi yang keempat dan kelima 

diatur dalam Buku II KUHD.
84

  Bentuk-bentuk asuaransi yang  

dikenal dalam tata hukum Indonesia, yakni sebagaimana tertuang 
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dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, dapat 

dijabarkan sebagai berikut:
85

 

a. Asuransi Jiwa  

    Asuransi jiwa dapat di definisikan dari dua perspektif, yaitu 

lingkungan masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang 

lingkungan masyarakat, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai 

perangkat sosial pengalihan resiko keuangan perorangan akibat 

kematian ke kelompok orang, dan melibatkan suatu proses akumulasi 

dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangann yang 

tidak pasti akibat kematian. 

    Dari sudut pandang perorangan, asuransi jiwa dapat 

didefinisikan sebagai suatu perjanjian (Polis asuransi) yang mana 

satu pihak (pemilik polis) membayar suatu perangsang kepada pihak 

lain (penanggung) sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk 

membayar jumlah tertentu jika orang yang ditanggung meninggal. 

Dimana kegunaan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan 

ekonomis terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu 

kemungkinan kejadian, seperti kematian, sakit, atau kecelakaan. 

b. Asuransi Kerugian 
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  Asuransi kerugian dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok 

besar, yakni: 

1) Asuransi Wajib (compulsory Insurance) 

  Adalah asuransi wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang 

berkepentingan sehubungan dengan adanya undang-undang atau 

peraturan pemerintah mengenai hal tersebut. Contoh dari asuransi 

ini antara lain adalah asuransi dana kecelakaan lalu lintas jalan 

dan dana kecelakaan penumpang, dikenal dengan asuransi Jasa 

Raharja, diatur beradasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. 

2) Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance) 

  Karena sifatnya sukarela maka setiap orang tidak terikat 

untuk masuk pada jenis asuransi ini, yaitu: 

a) Asuransi Jiwa (Life Insurance) 

b) Asuransi Kerugian (Non Life Insurance) atau General 

Insurance, antara lain sebagai berikut: 

(1) Asuransi kebakaran 

(2) Asuransi Pengangkutan Transport Laut, Darat, dan Udara 

(3) Auransi Kendaraan Bermotor 

(4) Asuransi Kendaraan Berat (Heavy Equipment Insurance) 

(5) Asuransi  Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) 

(6) Asueansi Cash 

(7) Asuransi Kontruksi (Construction’s All Risk Insurance) 
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(8) Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown 

Insurance) 

(9) Asuransi Pembongkaran (Bulgary Insurance) 

(10) Asuransi Penggelapan (Fidelity Guarantee) 

  Berdasarkan jenis-jenis asuransi diatas, maka asuransi kendaraan bermotor 

merupakan jenis asuransi kerugian yang dikelompokkan ke dalam asuransi 

sukarela. Akan tetapi asuransi kendaraan bermotor tidak diatur secara 

khusus dalam KUHD, sehingga semua ketentuan umum asuransi kerugian 

dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. 

D. Asuransi Kendaraan Bermotor 

Definisi asuransi telah penyusun paparkan diatas, namun pada dasarnya 

asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan 

tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang 

menimbulkan kerugian yang mengancam kepenyingan tertanggung itu 

dialihkan kepada perusahaan asuransi selaku penanggung dan sebagai 

imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah 

disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang berkepentingan akan merasa 

aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betuk-betul terjadi 

penanggunglah yang akan menggantinya.
86

 

Dari definisi asuransi yang tercantum pada ketentuan Pasal-pasal dalam 

KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha 
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Perasuransian tersebut, memberikan gambaran jelas bahwa apabila dikaitkan 

dengan asuransi kendaraan bermotor maka perjanjian asuransi kendaraan 

bermotor mengenai objeknya yaitu kendaraan bermotor dan adanya 

kepentingan pada saat diadakan pertanggungan terhadap kendaraan bermotor 

yang dipertanggungkan. Mengenai asuransi kendaraan bermotor termasuk 

kedalam jenis asuransi umum/kerugian, dimana dalam Pasal 1 Angka 5 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan 

bahwa “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan resiko yang 

memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di 

derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa 

yang tidak pasti.” 

Asuransi kendaraan bermotor seperti yang telah dijelaskan diatas 

merupakan suatu perjanjian. Sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan 

mengenai hukum perjanjian yang diatur di dalam buku III KUH Perdata. Di 

dalam KUHD perjanjian asuransi kendaraan bermotor diatur pada buku I Bab 

IX. Oleh karena Pasal-pasal tersebut mengatur asuransi kendaraan bermotor 

secara khusus maka dengan sendirinya pada asuransi kendaraan bermotor 

tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai asuransi pada umumnya juga. 

Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak yaitu penanggung 

dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko 

sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung.
87

 Penanggung 
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merupakan pihak yang berhak atas premi dan berkewajiban untuk memberi 

sejumlah uang jika terjadi kecelakaan.
88

 Dalam hal perjanjian asuransi 

kendaraan bermotor, pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi 

sebesar yang telah diperjanjikan dengan pihak penanggung seperti yang 

tertuang dalam polis, agar kendaraan bermotor yang diasuransikan oleh 

tertanggung tersebut dapat dipertanggungkan oleh pihak penanggung atas 

segala resiko yang mungkin terjadi terhadap kendaraan bermotor tersebut. 

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi 

kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan 

pertanggungan atas kerugian atatu berkurangnya nilai secara finansial atas 

obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena 

menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar dan tergelincir.
89

 Jika merujuk pada 

Pasal 4 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), 

“Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan 

oleh motor atau mekanik lain dan meminta izin untuk digunakan di jalan 

umum yang menjadi obyek pertanggungan”. secara spesifik di dalam Pasal 1 

ayat 2 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2017 tentang 

Penyelenggaraan Pertanggungan asuransi Pada Lini Usaha Asuransi 

Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa Asuransi Kendaraan Bermotor adalah 

produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian 

yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemaikaian 
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kendaraan bermotor. Secara garis besar, jenis pertanggungan asuransi 

kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
90

 

a. Comprehensive/All Risk (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan 

terhadap: 

1) Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan 

karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan. 

2) Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan 

jahat orang-orang kecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja 

dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin 

tertanggung. 

3) Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun 

dari luar kendaraan. 

4) Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. 

5) Sambaran peitr. 

b. Total Loss Only (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan 

baik karenakecelakaan, kebakaran, maupun pencurian dimana kerugian 

tersebut memenuhi salah satu syarat berikut: 

1) Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan 

mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan. 

2) Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut 

belum ditemukan. 
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3) Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) 

berlaku jumlah yang tecantum dalam polis. 
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BAB IV 

ANALISIS PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. 

ASURANSI SINAR MAS 

1. Apakah perjanjian antara tertanggung dan penanggung sudah sesuai 

dengan syarat sah nya perjanjian 

Suatu asuransi berkaitan langsung dengan perjanjian yang disepakati 

kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung.
91

 Sebagaimana telah 

dicantumkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian 

adalah suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.
92

 Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus 

memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 

1320 KUH Perdata. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah 

atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. 

Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian  yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement) 

Dengan syarat kesepakatan kehendak di maksudkan agar suatu 

perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada 

kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. Oleh 

hukum umumnya terdapat teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika 

tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: 
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1) Paksaan (dwang) 

2) Kekhilafan (dwaling) 

3) Penipuan (bedrog) 

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata 

sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh 

dengan paksaan atau penipuan.
93

 

ketika penyusun melakukan wawancara dengan pak Hary dikatakan 

bahwa pak Hary melakukan perjanjian dengan pihak PT Asuransi Sinar 

Mas yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2013 dengan kehendak beliau 

sendiri tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kehilafan dari pihak 

manapun. Lalu  tercapailah kata sepakat diantara kedua belah pihak 

dengan pihak Penanggung yaitu PT. Asuransi Sinar Mas dan Tertanggung 

yaitu pak Hary yang kemudian menandatangi perjanjian asuransi 

kendaraan bermotor tersebut.
94

 

 

b. Kecakapan berbuat menurut hukum  

Syarat kecakapan berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang 

melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang 

berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1330 

KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk 
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membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak 

cakap. 

Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang bahwa orang yang 

cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun 

atau sudah kawin. Dalam hal ini pak Hary sudah termasuk orang yang 

cakap hukum dan tidak termasuk pada ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata 

yang mana yaitu orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan 

hukum untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diantaranya yaitu: 

orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah 

pengampuan, dan wanita yang bersuami.
95

 

c. Obyek/ perihal tertentu 

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatub perjanjian 

haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan 

menurut hukum.  

Untuk obyek atau perihal tertentu yaitu asuranasi kendaraan bermotor. 

Yang perjanjian tersebut dibuat oleh pihak asuransi untuk memberikan 

perlindungan terhadap kendaraan yang dipertanggungkan pak Hary. 

d. Kausa yang halal 

Maksudnya adalah suatu perjanjian  haruslah dibuat dengan maksud/ 

alasan yang sesuai hukum yang berlaku. 

Adapun perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini tidak lah 

bertentangan dengan hukum. Isi dari perjanjian tersebut juga tidak dilarang 
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oleh undang-undang atau pun tidak bertentangan dengan kesusilaan/ 

ketertiban umum sesuai dengan pasal 1337 KUH Perdata. 

Dari keempat syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 

KUH Perdata sudah jelas bahwa syarat sah perjanjian sudah terpenuhi oleh 

kedua belah pihak. Maka perjanjian yang terjadi antara Tertanggung (pak 

Hary) dengan Penanggung (PT Asuransi Sinar Mas) jelas sudah sah 

menurut hukum.  

 

2. Bagaimana pelaksanaan klaim oleh Tertanggung kepada PT Asuransi 

Sinar Mas dalam perjanjian kendaraan bermotor 

Kewajiban pokok penanggung selama masa berlakunya perjanjian asuransi 

adalah bertanggung jawab terhadap klaim-klaim yang diajukan pemegang polis 

(Tertanggung) dan memberikan ganti rugi berdasarkan syarat-syarat dan 

ketentuan yang berlaku dalam polis. 

Klaim merupakan tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung kepada 

penanggung apabila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan yang 

disebabkan oleh resiko yang diasuransikan. Ada dua sifat kerugian yaitu 

kerugian total dan sebagian. 

Adapun seorang Tertanggung yang ingin melakukan klaim haruslah 

mengikuti prosedur pengajuan klaim. prosedur penyelesaian klaim asuransi 
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tertera di dalam Pasal 11 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai 

berikut:
96

 

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya 

kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau 

kepentingan yang harus dipertanggungkan, wajib: 

1.1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang 

diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 

(lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan; 

Pemberitahuan dimaksud pada ayat 1.1 di atas dilakukan secara 

tertulis atau secara lisan yang diikuti dengn laporan tertulis kepada 

Penanggung, yaitu melalui: 

1.2. Melaporkan kepada dan mendapatkan keterangan dari serendah-

rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika 

terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan 

oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan 

dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga; 

Pasal 11 ayat 1 angka 1.1 merupakan kewajiban Tertanggung dalam 

terjadinya kerugian atau pun kerusakan. Langkah tersebut harus diambil supaya 

proses klaim dapat berjalan dengan mudah dan dapat di proses lebih lanjut dari 

pihak perusahaan. Selain langkah yang ditempuh tersebut, Tertanggung juga harus 

memenuhi dokumen-dokumen pendukung klaim, sebagaimana tertera dalam Pasal 

14 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:
97

 

“Terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, 

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai 

berikut: 

”I. Dalam hal kerugian sebagian 

1. Laporan kerugian termasuk kronologi kejadian. 

2. Fotocopy: 

2.1. Sertifikat, Lampiran/Endosemen. 

2.2. Surat izin mengemudi milik pengemudi pada saat kejadian, 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda 

Penduduk Tertanggung. 
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2. Dokumen asli: 

2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran/endosmen (tidak wajib).Surat 

Tanda Kendaraan Bermotor, Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor, Faktur Pembelian, blanko kwitansi bermaterai 

RP.6000,- yang ditanda tangani oleh Tertanggung (Rangkap 2) 

dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani 

Tertanggug. 

2.2. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kendaraan bermotor diplomstik atau badan 

internasional. 

2.3. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir. 

2.4.Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan 

keseluruhan  

2.5. Bukti Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal 

kehilangan keseluruhan. 

3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat 

kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.” 

 

Sabagimana seorang Tertanggung ketika mengajukan klaim harus 

memenuhi ketentuan dalam polis asuransi kendaraan bermotor tersebut, 

Penanggung juga harus mengikuti ketentuan yang harus dilakukan ketika 

ada laporan terkait pengajuan klaim dari Tertanggung. Ketentuan tersebut 

tertera dalam Pasal 11 ayat 4, sebagimana berikut: 

“4. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah 

klaim dijamin atau ditolak berdasarkan resiko yang dijamin, 

resiko yang tidak dijamin dan syarat-syarat umum polis 

dengan: 

4.1. menunjukkan bengkel rekaan/ pihak kompeten untuk 

melakukan estimasi kerusakan untuk klaim sebagian serta 

kerugian total akibat resiko yang dijamin. 

4.2. menunjuk surveyor independent (untuk klaim kerugian 

akibat kehilangan/stolen) untuk melakukan survey atas 

kejadian/klaim kehilangan. 
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 Diketahui bahwa pak Hary mengasuransikan mobil nya selama 

empat tahun pertanggungandimulai dari tahun 2013-2017. Tahun pertama 

beliau mengambil bentuk pertanggungan All Risk/ Gabungan dan tahun 

kedua, ketiga, keempat beliau mengambil Total Loss Only (TLO)/ 

Kerugian Total. 

 Menurut informasi yang penyusun dapatkan dari pak Hary bahwa 

Tertanggung pernah mengajukan klaim pada tahun pertama yaitu tahun 

2013 dimana tahun tersebut dalam masa pertanggungan All 

Risk/Gabungan. Ketika pak Hary mengalami kecelakaan kemudian 

melapor kepada kepolisian setempat untuk mendapatkan surat keterangan 

dari kepolisian (dokumen ini menjadi pertimbangan perusahaan untuk 

memberikan ganti rugi atau tidak). 

 Setelah mendapatkan surat keterangan dari kepolisian pak Hary 

kemudian menghubungi pihak perusahaan dengan memberikan informasi 

yang jelas untuk bisa mengajukan klaim. Dari pihak perusahaan menerima 

laporan pak Hary dan meminta pak Hary untuk melengkapi dokumen-

dokumen yang dibutuhkan supaya proses klaim bisa segera tangani. 

Setelah semua dokumen dilengkapi dan diserahkan kepada pihak 

perusahaan barulah dari pihak perusahaan bisa memberikan keputusan 

bahwa pengajuan klaim yang diajukan pak Hary diterima oleh pihak 

perusahaan. Ketika pengajuan klaim dapat diterima maka perusahaan 



70 
 

asuransi membuat surat perintah kerja kepada pihak bengkel Anugrah 

untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kendaraan pak Hary.
98

 

 Dari sini dapat dilihat bahwa pengajuan klaim yang dilakukan oleh 

Tertanggung pada tahun pertama langsung dapat diterima pihak 

perusahaan dan tidak mengalami hambatan dalam penyelesaian klaim 

karena semua persyaratan dan ketentuan sudah dapat dipenuhi dari pihak 

Tertanggung maupun Penanggung. Hal ini berbeda ketika pada tahun ke 

empat pertanggungan yaitu pada tahun 2017 pak Hary kembali 

mengajukan klaim kepada pihak perusahaan karena mobil yang beliau 

asuransikan mengalami kecelakaan.  

 Laporan dari pihak kepolisian sudah pak Hary dapatkan kemudian 

pak Hary mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Akan tetapi klaim kali 

ini ditolak oleh pihak perusahaan dengan catatan polis sudah masuk tahun 

ke empat dimana kondisi polis yaitu pada masa pertanggungan kerugian 

total/ Total Loss Only (TLO). Sebelum pak Hary mengajukan klaim 

terlebih dahulu mempelajari polis yang menjadi acuan Tertanggung. Akan 

tetapi yang menjadi pertimbangan pak Hary mengajukan klaim kembali 

karena di dalam polis asuransi tersebut tidak menjelaskan apa definisi dari 

kerugian total, lalu bagaimana penjelasan tentang kerugian total, Hal ini 

lah yang menimbulkan keraguan dari pihak Tertanggung.  

 Pada bab sebelumnya telah penyusun jelaskan bahwa dalam 

ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis 
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dalam bentuk akta yang disebut Polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 yang diubah dengan Peraturan 

Pemerintah No 81 Tahun 2008 menentukan, polis atau bentuk perjanjian 

asuransi dengan nama apapun berikut lampirannya yang merupakan satu 

kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang 

dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup 

asuransinya, kewajiban Penanggung dan kewajiban Tertanggung, atau 

mempersulit mengurus haknya. 

  Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa 

polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian 

asuransi antara Penanggung dan Tertanggung. Sebagai alat bukti tertulis, 

isi yang tercantum didalam polis haruslah jelas, tidak boleh mengandung 

kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interprestasi, 

sehingga mempersulit Tertanggung merealisasikan hak dan kewajiban 

mereka dalam pelaksanaan asuransi. 

 Ketiadaan penjelasan terkait kerugian total di dalam polis ini lah 

yang membuat pak Hary sebagai Tertanggung menafsirkan pemaknaan 

kerugian total itu berbeda dengan pemahaman dari pihak asuransi. seperti 

yang telah disampaikan oleh pak Rudi Nasution selaku Pimpinan Cabang 

Perusahaan Asuransi Sinar Mas bahwasannya di dalam polis perjanjian 

asuransi tersebut sudah sangat lah jelas dan sudah menjabarkan mengenai 
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pertanggungan kerugian total.
99

 Menurut beliau polis yang dibuat oleh 

pihak PT. Asuransi Sinar Mas sudah sesuai dengan ketentuan Polis 

Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. 

 Untuk pelaksanaan klaim kedua yang dilakukan pak Hary kepada 

pihak asuransi tidak dapat terlaksana karena sudah memasuki tahun ke 

empat pertanggungan yaitu kerugian total/Total Loss dimana pengajuan 

klaim tidak dapat diterima pihak perusahaan karena tidak memenuhi 

kriteria pemberian ganti rugi pada bentuk kerugian total/Total Loss 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 angka 2.1 polis 

asuransi kendaraan bermotor. 

 

3. Mengapa klaim asuransi yang dilakukan tertanggung ditolak oleh PT 

Asuransi Sinar Mas Yogyakarta 

Ada banyak hal penyebab klaim ditolak oleh pihak perusahaan asuransi 

yang telah diajukan oleh Tertanggung. Salah satu diantaranya yaitu seperti 

yang dialami oleh pak Hary sebagai Tertanggung, yang mana klaim ditolak 

oleh pihak perusahaan dikarenakan polis sudah memasuki tahun ke empat 

dengan pertanggungan kerugian total yang kriteria dari kerugian total tersebut 

biaya penggantiannya harus sama atau lebih dari harga mobil yang 

dipertanggungkan seperti yang tertera dalam Pasal 15 ayat 2 Polis Asuransi 

Kendaraan Bermotor.  Menurut pak Hary, di dalam polis asuransi itu tidak 
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menjelaskan mengenai definisi kerugian total yang mana kerugian total 

tersebut merupakan pokok dari isi perjanjian asuransi kendaraan bermotor akan 

tetapi hanya menjelaskan penentuan nilai ganti rugi saja. 

Berbeda hal nya dengan penjelasan pak Rudi Nasution selaku Pimpinan 

Cabang PT. Asuransi Sinar Mas yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 15 ayat 

2 angka 2.1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor sudah menjabarkan tentang 

pengertian kerugian total. Kerugian total yang dimaksud didalam Pasal 15 ayat 

2 yaitu  

“kerugian total adalah berdasarkan pada harga sebenarnya” 

 Harga sebenarnya disini adalah harga pertanggungan mobil yang di 

asuransikan. Kemudian masuk pada Pasal 15 ayat 2 angka 2.1 yaitu: 

“Kerugian total terjadi jika: 

1.2.1. Kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin 

oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke 

keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau 

kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari harga sebenarnya 

kendaraan bermotor yang dipertanggungkan; atau” 

 

Menurut pak Rudi dengan mengacu pada Pasal 15 ayat 2 angka 2.1 dan 

2.1.1. menjelaskan bahwa kerugian total adalah kerugian yang berdasarkan harga 

mobil yang dipertanggungkan. Adapun kriteria untuk mendapatkan penggantian 

ganti rugi dari perusahaan yaitu dimana biaya perbaikan, penggantian atau 

pemulihan sama dengan atau lebih tinggi dari harga kendaraan bermotor yang 

dipertanggungkan. Yang mana kerugian total bisa terjadi karena dua hal yaitu 

sesuai pada Pasal 1 angka 1.1 yakni tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau 

terperosok dan pada Pasal 15 ayat 2 angka 2.1.2 hilang karena pencurian. 
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Pencurian disini adalah yang masuk pada Pasal pencurian dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan bukan yang terjadi karena hipnotis ataupun 

penggelapan.  

Jika dicermati lagi pada Pasal 15 dalam polis asuransi kendaraan bermotor, 

bahwasannya pasal tersebut hanya menjelaskan tentang bagaimana penentuan 

ganti rugi saja, padahal kalau penentuan ganti rugi itu hanya sebatas penentuan 

teknis nya dan bukan menjelaskan tentang definisi kerugian total. Seharusnya jika 

kerugian total merupakan hal yang pokok dari perjanjian asuransi kendaraan 

bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pak Rudi, maka definisi dari 

kerugian total haruslah ada dan tertera dalam isi perjanjian tersebut. Meskipun 

polis tersebut mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor 

Indonesia akan tetapi pada kenyataannya isi polis masih menimbulkan perbedaan 

pemahaman pada kedua belah pihak.  

Dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penerintah Nomor 81 tahun 2008 

Tentang  Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan: 

“polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut 

lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh 

mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran 

yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban 

Penanggung dan kewajiban Tertanggung, atau mempersulit mengurus 

haknya”  

 

Keterangan lebih lanjut mengenai ayat 1 ditetapkan oleh menteri yaitu 

dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
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422/KMK/0.6/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian 

dan Perusahaan Reasuransi yaitu:
100

 

“Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan 

mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh 

pemegang polis dan atau Tertanggung”  

 

Dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 

dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

422/KMK/0.6/2003 Tahun 2003 dapat diketahui bahwa polis kendaraan asuransi 

yang disepakati pak Hary dengan perusahaan asuransi sinar mas belum memenuhi 

ketentuan kedua pasal tersebut. Didalam polis kendaraan bermotor menurut kedua 

Pasal tersebut isi yang tertera didalamnya harus ditulis dengan jelas dan tegas 

supaya dapat dibaca dengan mudah dan dapat dimengerti sehingga nantinya tidak 

akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kedua belah pihak. Sedangkan 

pada kenyataannya polis dari PT. Asuransi Sinar Mas masih menimbulkan 

perbedaan pemahaman bagi Tertanggung dan Penanggung. 

Ketika para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki pemahaman 

yang berbeda maka penafsiran perjanjian menjadi sangat penting. Penafsiran 

perjanjian menurut Asser-Rutten/Hartkamp
101

 yaitu menentukan pengertian dari 

pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, pemaknaan tersebut 

mempunyai hubungan dengan keadaan dari suatu peristiwa nyata yang berkaitan 
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dengan dan karenanya menetukan apa akibat hukum yang muncul dari pernyataan-

pernyataan tersebut.  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pedoman untuk 

menafsirkan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata. Akan 

tetapi penyusun tidak menganalisa seluruh Pasal yang ada pada bab penafsiran 

perjanjian, namun hanya pada pasal yang sekiranya dapat dikaitkan dengan 

permasalahan yang terjadi.  

Dalam Pasal 1348 KUH Perdata yaitu “ Semua janji yang dibuat dalam 

suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan nya satu sama lain; tiap janji 

harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”. Maksud dari Pasal 1348 

KUH Perdata ini adalah Janji-janji tambahan yang dibuat tersendiri harus 

dilampirkan pada perjanjian asal dan dengan tegas harus disebutkan bahwa 

lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asal.
102

 Dapat kita 

lihat bahwa keterangan mengenai kerugian total terdapat pada lampiran pertama 

polis asuransi kendaraan bermotor yang mana lampiran tersebut tidak lah masuk 

dalam isi perjanjian. Didalam lampiran tersebut menyebutkan dua bentuk 

pertanggungan dan biaya pertanggungannya yaitu All Risk (Gabungan) dan Total 

Loss Only (Kerugian Total). Yang menurut keterangan pak Rudi dua 

pertanggungan tersebut termasuk dalam pokok perjanjian. 

Penyebutan istilah kerugian total memang disinggung pada Pasal 15 ayat 2 

Polis Asuransi Kendaraan Bermotor akan tetapi penjabaran dalam Pasal tersebut 
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hanya menjelaskan tentang penentuan ganti yang merupakan teknis dari kerugian 

total yang dapat di jamin oleh perusahaan. Seharusnya ketika kerugian total 

menjadi suatu hal yang pokok dalam perjanjian sebelum membahas mengenai 

penentuan ganti rugi terlebih dahulu menjelaskan definisi bentuk kerugian total, 

agar supaya Tertanggung yang membaca polis asuransi kendaraan bermotor 

tersebut dapat memahami apa maksud dari bentuk kerugian total dengan jelas 

tanpa menimbulkan penafsiran maupun pemahaman yang berbeda.  

Dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat janji-janji tambahan yang tidak 

masuk dalam isi perjanjian maka haruslah dilampirkan pada perjanjian. Meskipun 

sebuah lampiran tersebut tidak masuk dalam isi perjanjian akan tetapi hal itu 

merupakan satu kesatuan dengannya. 

Selain penafsiran perjanjian pernafsiran gramatikal juga dapat dipakai 

untuk menafsirkan suatu peraturan hukum dengan didasarkan pada maksud 

pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan 

hukum. Dalam Pasal 15 ayat 2 ini menyebutkan bahwa  kerugian total adalah 

berdasarkan harga sebenanya. Maksud dari Pasal 15 ini adalah bahwa dalam 

kerugian total pihak perusahaan akan memberikan ganti rugi apabila biaya 

kerusakan kendaraan sesuai dengan harga mobil yang dipertanggungkan.Dan 

dalam Pasal 15 aya 2 angka 2.1.1 menyebutkan bahwa kerusakan dan atau 

kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, 

penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya 

kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari harga sebenarnya 

kendaraan bermotor yang diertanggungkan. Maksud dari Pasal 15 ayat 2 angka 
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2.1.1 adalah bahwa biaya ganti rugi untuk bentuk kerugian total yaitu sama 

dengan atau lebih dari harga yang dipertanggungkan. Jadi hal ini lah yang 

mendasari ditolak atau diterimanya klaim dari Tertanggung.  

Melihat dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 

1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 

dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

422/KMK/0.6/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian 

dan Perusahaan Reasuransi serta Pasal 1348 KUH Perdata yang terdapat dalam 

bab Penafsiran Perjanjian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang telah 

disepakati antara pak Hary dengan PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta belum 

terpenuhi dikarenakan masih terdapat hal yang diperjanjikan akan tetapi tidak 

dituangkan dalam isi perjanjian sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda 

antara kedua belah pihak. 

Perjanjian/ polis asuransi kendaraan bermotor yang dibuat oleh PT. 

Asuransi Sinar Mas meskipun sudah memenuhi Polis Standar Asuransi Kendaraan 

Bermotor Indonesia yang menjadi suatu kebiasaan dalam berasuransi dan 

perjanjian itu sudah sah menurut ketentuan KUH Perdata karena sudah memenuhi 

syarat sah dari suatu perjanjian, akan tetapi ketika belum memenuhi ketentuan-

ketentuan dalam peraturan yang sudah penyusun paparkan yang meliputi 

ketentuan perjanjian asuransi, pengaturan polis dan penafsiran perjanjian maka 

perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis sebagaimana telah 

penyusun paparkan ada bab-bab sebelumnya dengan berdasarkan pokok 

permasalahan pada penelitian, maka penyusun dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut yaitu: 

1. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu Tertanggung dan 

Penanggung di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta sudah sah menurut hukum 

karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 

KUH Perdata yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat sah perjanjian yakni: 

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan 

perbuatan hukum, adanya obyek, adanya kausa yang halal. 

2. pelaksanaan klaim asuransi oleh Tertanggung kepada PT. Asuransi 

Sinar Mas yaitu pada tahun pertama dengan bentuk pertanggungan All 

Risk/Gabungan dapat terlaksana karena klaim yang diajukan Tertanggung 

diterima oleh pihak perusahaan serta memenuhi syarat-syarat dan prosedur 

pengajuan klaim.Akan tetapi pengajuan klaim yang kedua tidak diterima oleh 

perusahaan karena tidak memenuhi syarat pengajuan klaim yang mana pada 

saat pengajuan klaim sudah memasuki tahun ke empat dengan bentuk 

pertanggungan Total Loss Only/ Kerugian Total karena tidak memenuhi 

kriteria pemberian ganti rugi pada bentuk kerugian total/ Total Loss. 
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3. Klaim kedua yang diajukan oleh Tertanggung ditolak oleh perusahaan 

karena sudah memasuki tahun ke empat pertanggungan dimana bentuk 

kerugiannya berupa Total Loss Only/Kerugian Total.Karena ketiadaan 

penjelasan mengenai bentuk pertanggungan kerugian total membuat 

Tertanggung menimbulkan keraguan dan menafsirkan isi perjanjian berbeda 

dengan pihak perusahaan. 

Dalam penafsiran perjanjian lampiran yang tidak masuk dalam isi 

perjanjian haruslah dianggap menjadi satu kesatuan dari perjanjian tersebut. 

Sedangkan dengan penafsiran hukum memaknai perkataan-perkataan yang 

tersusun dalam polis yaitu bahwa kerugian total berdasarkan pada harga yang 

dipertanggungkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil pokok permasalahan yang telah dibahas dengan 

penyusun membuat kesimbulan tersebut, adapun saran yang dapat penyusun 

berikan adalah: 

1. Pentingnya mencantumkan definisi dari bentuk pertanggungan ke 

dalam isi perjanjian supaya Tertanggung tidak menafsirkan sendiri hal 

yang sudah ditetapkan dari pihak perusahaan. 

2. Tertanggung harus lebih jeli dan teliti dalam memahami polis. Adapun 

polis memuat segala macam hal yang berkaitan dengan klaim. Ketika 

terdapat hak dan kewajiban yang tidak dimengerti maka sebaiknya 
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ditanyakan langsung kepada pihak asuransi supaya tidak terjadi 

perbedaan pemahaman dikemudian hari. 

3. Penanggung dalam hal pembuatan polis harus memenuhi ketentuan-

ketentuan yang telah diterapkan dalam peraturan pemerintah yang 

didalam isi perjanjian harus ditulis secara tegas dan jelas sehingga 

tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. 
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. - *J Ensgarmula bt,iatulva polisi ra iempar klEs) hdikdqds rertinDg
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(021)?35 67 888

Kmtor Cabmg/Klntor P€nsrran
Nodor lelepon K&ror r abans do Pemdru pt Ar@risind Ms.0ihar
halamm bela*dg jaket polis)

l.l.2 Fhl6inil"

No. (021) 390 2142 dm (021) 391 0988
Xftlor Cobarg/Krdtor Pdrlrrdn
\omd Falsimile Keror Cabegdd Peqason pt Asulansi SiE Me. (tih
nalamn beraxanglax€t potrs)

ftu htd. s ldAt k a n a s.. o-i d
Kanto. Crb.bg/Kantor Pem.5.rtn
Alamar edr'l K anror Cabanq dan P<mN ePT.{su siSiEVa\tlfiar
narama be drdg ja*et potcJ

L1.4. /ebsite
TendggNg d.par melaporld dd metrgisi lebSkap fomutir UsiD nelatuiwstm .o i.Wann
/. 1.t Datans ke Kdtor Pusdr Jat4n4 Kantor Cab.ng atau l(allior pem sFn
?t Asuransi Sina. Mas
/ /,) Dakng k. BenglelTekno rurtu}. uabah ydng beBda di J.btlE dd

Pl Jalada Telnolosi Utana Moror
Jl. Rawabali LNo.2t- RawateFre Cakuns
Kawde lndGti tuloEadrs- Jalana TirYu tta20
Tip. (021) 468 26242. la}s. (A2l) 46A26248
E-'n.nil: t k n o@E i a a m a s.. o. in

l:2. mehporkan k.pada d{n bendaoa sur keteranpan dar lerendahjendahnva
Kepohie Sehor (Polsek, d' rampar Leradian. iika ienadr kmaian dd aliu
reruqkJn rbagia. Jdns dNeblbkajoteh Dftclriai slau ;elibatRaiD,hrk kehsa.
yang Japd diiadikrn dasar un'uk menuntur sori rugi kepada aral dari pib-ak

ll. melapo,\an keladadd nendapar sudr {deEnsan d i KeDohsian Del"h(Potd!,d remp,t keJadrar datam hal Lerugiab tolal akib!t pencir an.

Jika Tertanggung ditlnrlloleh pihak keliBa sehubungan dengan kerugiln dan alau
ketusakan yang disebabkan oleh kendaraan bemot;r yanE dipenmggrirgko, maka

2.1 membeihhu.Pen,nsgunB.Enbng adan!a Mturan rcaebursetmbsr-lanbahya
5 rlraa) han kalender seia.k ontub teFebul ditmma;

2.2. nenyeBhkdr.dokuneh runtuEn pihak keri8a dan mcnyeEbld suor lapotu
Kepolisim Sekior(Polsek) di renpsi kerad,a;;

2j. m;berittu sMr \ua! t"p"a" ei.*gg1,ng uon* flc"g"., *".* !,,i "aidsn prh6* ketr8d.Jrkr pendnggunB nensb.nd*ii
2... tid6k menbcriksnjsji, k.lerdnss 6u nel6lukn tlnd.ld r!!B m.nimbutls

Kesan Ddwa len n88e8 hrngakuIsutu iafg$hgJaw6b,
P6da wattu t*j6di kerusian dan 6l!! k€ruakaq TenEnggug vajjb :

3-1. melakllke segala us6!a yane pahrt eM menjag&, n.neliha$, mcny.lamatk tr
l<€ndasan b€motor dm atautepentinse ymg dip€nansgurgko s€tta mmgizi.ld
pilak lain untuk nenyeldnarka! tendman bmnoto( dln aiau kepmtingm ie$ejutj

3.2. ienberikrn bonhan de ke*q)aran rep€nuhnya kepada penrnggurg lrau Kula
?enanggung atlu pihak lain ylng ditujuk oleh penangguDs uotuk melekukan
Derelitian .las k€rueian de ardu kerusakan ydrg rerj6d, abs itrd!@n benobr
seberun drra].ltan p*bdrkan atau penaAurirn,

]] T..Ie1!ql !S"!11,"?n benoror dan ar4 kepeminsh yals dipert ngsuakd
y.ng dapar d$etamatkd.

itdesung alsn melakukd, suFey de mensrukd apalGh klarm diimm atsu diblar
De(lasaike ns'koyegd,lMin. nsikolesridal, drjdiin da <yut.lymr uDM poln

a. L Menqjuk b.nSk€l rekanau pihak kompeten ultuk metahk0n eltiDari k! rlkeuntux Krarm 36bdg'an serra rffu8i8n roral akrbEt nsiko yang dij.hin.4.2. Menxnjuk s!rveyor independen, (unt* rkimkeruaian akibar kehilm-ejsbt.nl
unna me/ardlkar swq aras keFdiar4<taim kehrtangd.

II Dd.m hll Kerlgld Tot l
l. Lapontr keru8id iermasul krcnrloeis k€jadian.
2. Dokuer asli :

2.1. Polh, s.diftr( LDpi6n / Endo$m.n (idat s.jib).
Surat Tanda NooorKcndaraan, Buk! Pemitik Kendaraan Bmotor,
Fakur pmbclid, blsnto kwilansi beImtelli pS.6000,- ysrg
ditaoda tangani oleh Tertegglns (Rmgklp 2) dan suFl payeEhan b.t
milik yeg sudah ditand!,tangani T€nanggug.

2-2. DokM6 yeg dilerlukan ssui ke1€ntun yang bdlaku untuk kqdal@
bmorordqlomdik arau bodan iDtemar.nst

2.3. Buku Krr utul( jmis kendmEtr yog wajib K,r
2.4. Sur.t K.Letuge Kepolhian DseBh, dahm halkehitangs k*lmhu.
2.5. Bukti pentlokiFn S@t T.nda Nmor KendM, dalm Iut t<elitugar

L Fotocopy Suar lzin Mengenudr milik Peneen,udipada srat keFdib. KadtrTanda
PendudukTeneggug.

UI Eerliku utuk oylt I drD II dtat$:
l. lolo kerusakln, estimasi biaya p*baik!tr, jika dimini. oleh PdrnggrDg.
2. Sltmr L.poEtr Kepolisran serempar, iika terusian drn alsu kerusakan metibatku

Pltrax kerga atau drlam hal kehiltuBe s€bagi& alib.t percurin!
I SuEt ru!tul!. daripihak kedSajik kerug'rn dan arau ketusalan melbarkan pihak

4. DokMft lair yang Rleqn ya.g diminr. Pflarggug shubhem dmgan pmyelNid

PASAL 15
Pf,NENTUAN NILAT GAIITI RUGI

Keculli disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti ogi dalam hali

L Kerugian sebagid.
l.l. jika kerusal.n reRebur dapar d;perbaikr. didasarkar pada bisya perbaitan

Yang lEyaki

t.2. jila k€uakd re6eb ridak dapat diptrbriki, didae*an psd! hega sebenanya
sulu ca&ng di pasr bebas sesr sebelu rlrjadinya kehitdgm ar.! keruskrn
ditanbah bi.ya pemsang.o yane layak;

1.3. jika suatu suku c.drng ridat diperjual-belikd di paar b€bas, pmdtud haiga
d'd4arkan pada harga yalg tercatat reBkiir di hdonesia arau TenlDSgung
menyediakan suku cadang bersatrgkulan dan penaqgsung mcngsaf,ti h.rs.
perolehan suku csdang reBebur rema(Dk birya peDasadgan \ang tayakl ladr
i,n t^ialqdahh hcrdq.arLan 

'-@\- 
(prugim toral adalah berdasark.tr hrrgr seb€narny..

) 14- K)
2.1.1. \eruakan datr arau kerugicn karen! luriu penstiwa ys;r diiamin v,"t";"D-i\_u6t e ajr

2.1. K.rugian Torar terjadijika:

ole!!g!isdimda biara perbaikdr. penssanrisn arautEFutihsn ke
-a-eadaar smula s*e.r s.belum tdsdin'€ kcrusie dd .lau kms.td

Bama drn86n sl.u lebih tinsg' dari h.rgs scb.narny! kendadan
beihol6t ydng dipefllngSunstEtri atlu

2.1.2. hilang k!rcna p.ncurianhilang k!rcna p.ncurian scbagainuna dimakrud padr p.rsl hyat (l)
angka 1.3. dan tidak dikclemuk!. dalarn wsktu 60 (cIm pulut) hrn

mtrgugkaDkb l.kra dd drau membudr pm)otre yd8 tidlk bend lmtam hal_bst,cxd yabs berklitan deng penrohonan yam ilisaiDaiku Da-da *"rr,, *i,ir,"i,,i niiri-;ro }lrc berxarrar do8an kerugiar ds ltau ltuakrn,uB rerjsdi,
nnpeibeeu jmlai kmgim ydg dideril1;
hemben@hukan badg-bsEng rang ddEt ad, sehlgai belnB_bdrug yong lda pad.{dar pmer'wa d6n mmyarakd bsanS_bdeg ies.bur musna5

lilt fr:ifiilf$',:tX!l1il"',;,?:i:$'"i',l"iliiflig** *"'oran8-ba.n8 shanv..,6
ggdg nmpelsurkon surar aBuatar bukd patsu.dus@ arau,ip@.
ngan.

PASALl4
.,{TAU DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

d abu terjad perisliwa,eg nbskh akd mminbu&e runtut'n gdti ruei, Tertogcug wsjib
a \rajrb yepa*an dohnen dokumrn pendulalg kt. m seba8ar bftikut.

ineh sru Hst Keruqtan Sebosr.b- rrpotu lerugia. temasul kronoto8F kejad.ar.
* @ i.l*"El;ru",. L..DiFn / Endoq.neh

2.2. S@r l?ib \4erScmudr milik peasmudr pa<t! saar k.iadie. SuEt T6&:odor Keddal@. r,,jr! Tdrl6 pendudul Tdr4ggu'rr.

ha.k gand-rugi r0€njadi hilsng jika Tertdnggug tidak aEnmuhi k lennD! datsm pa.dt

PASAL 12
SISA BARANG

Dalm hal rer ad! krtugimdan arau kerusake, Tendrulns bend!tu! i6wab utuk
mqJa8. oe meny,mpd 16 basg yeg dapgr d,relamattaan. -- --
Kerertusn peda aJar (t , dr aLas d6k d,par didrile sebagar psgak!.n lalgSugjawab
PenmgSuns bsdsdka polis r'

PASAI,T3
LAIORAN TIDAX BENAR

legglng ye8 ber'ujuan memperoteh lcunruse d.n jMinon polis iD rjdat berhal
noapau<dn g&h rugi apabiladeDge sd8aj5:

sejak tdjaditrya pencu.iani
iks terjadi Pertatrsgugln di baeah hs€a sebqaiftana dimdksud pasal 17
dar Tertanggung tellh ncnerinr pcnbaysrar guti rugi d.ri pcnanggung
seb.sar Harya Pertdnggungan, TeMg$ng bcrhak atls sebagian nita' Fri sh;
bar&ng ydg dihitutrg secara propoB'onal r ara selisih barga sebinamya
dergan Harga laarggungan r6rhsd{p hrrgs sebenlmya.
Jikt suru kflBitr ridak memenuhi De6va66n sebcerim a ddsrsud bada
.r€i (2) an8ka 2.L Pasal 

'n,. 
kerusiii Grrebu, dian-Bgep sebagai Keru'Ci.n

PASAI 16
CAITA PENYELESAIAN DAN PENE'IAPAN GANTI RUGI

D.lah.hrl t.rj.di k.ngian dan srru tctusDtan dras k.nd@n bermoror dln arau
LpcntinS.n,yrtrg dip.rihggu!9k0. PcnlnSgurg bcrblk mlu.ntuke pitihannya
altl ch fr.raku](& 8s!ri rugi sebl3aibdiklr:
l.l. p€'bikatr dt bedskel yatrs ditu'l uk arau dke jui oleh pendgsun8:
l.r. pemb3yr@ !.ns tunai:
13. pcnggadim sulcu cadeg EtEu k.ndanan scsuai d.n8an her.k, ii!c, nod.l
_ dm rlhur yang 3{rulcbagotmln6 r.rcantum plds polh
r rrlguA JauD rddSSuig atas k.tugiaD dan.lau t€dsakla hrhadap ktrddaan
du ltau k pentingan yeg djperraf,ggugkan setinggi-ti.gginya ldslat ;bes!, Harga

DalM hal l.rjadi kfrgie. Terrdsgung waj,b metuias pFmi ydg nsih tdhuratrsuliux or8a pertdssu8d yeg basih beriatd.

PASAL 17
PERTATIGGUNG{{ DI BAWAE rlAR(]A

Jika lada sa!! terj.dinya kerugiaD dan arau kerusaka! yaDg disebatkaa ol€h .isiko ydlg
dijarin Polis ini, lds. p.rta'gsungd kcndarae be;oio. r"rit r"" a*6ua"ri".gi
teb.D.my_a dari letrdatun bemotor yals dipenarssunekan sesaar sehetun rerisdin;aeruglan d'I atau t(erusarlq naka Tefllngguns didaLrp seba*ar penancrunovfsenaia
dG 8cr'shnya drr menanggunS iebasian kerusiab yaiq dihitlni sed;;o;orqionalPernuuge rnr drlaku*q sebetm pebSlregu.isik6 sendin yeE tedapai&jaD poti;.

PASAL 18
' BIAYA YANG DlcAN rt

qltry yaid y6is dikduakan ol.h T!runssuis.jik. i.rjrdikeruBian dsn aau kessakana'D!l nsu<o yo8 dt atrtn mrur pcf,jas@, pmrirstolln stau rairsrikan kE b6!k.l i;;;
GnpN! l!'n untuk m.r8hindrri 6l.u m.n8urlnBi koru8tm ddi !,au korulsk.n -t6 .bui.uanu rirgr .ur bllya ters.but rcringgl.tl.sainyi 3.blsd 0.5% h.t.n!.h..E.ni aa.j
Hrtga fenangsugm *.n.lrEs b.moror ceti ruBi ini tidal dikuMd de;ean Riliko

PASAL 19
PERTANGGUNGAN LATN

L l!d. waktu peneggbgan ini dibuat, T€r$rgsus wajib Demb.ritahukan keD.d!renanggung penegelng.n-penanSgutrgab tah aras ked.ta6& bemoror dd aLlukepdlDg& yes sana, ii&a edr.
2. Jika wl.I pendSgugan inidibua. Tenangelng kmldEn mftutuD D.nan€tudranr.myr.aras renda@D bmoror dan araD kepenrib8an yo8sana. in;k! hal.iup'ub

MJrb droentabuka! kepadd pcneBglrng.

PASAL 20
CANII RUGI PERTANCGT'NGAN RANGKA"

L Dllam h.l tcrjadi.l(.Ntiar don alau k.rusrkan ,l!s rcnds@n bcrmoror dan lraukep€l'tngd yug dipcndggugkd. apabila keidstu bcftotor do atau kepenting;



hebur sud.b dijmb pul. oleh s! ollu lebft p.rtr!8susu hin do i@t!h selhh h@p+neg8ugM polis ymg ads (h.rhku) lebib besd ddi harsa s.b6amy! .bri tede;
bmoror dm rbu k petrrirs& yee drnul:ud rtu *sdr sbd-u rrjldoi4 r@gid. dalajuDllh gdb rus1 DalljmM yes dop.r drp€mleh b.rdsdte polis ini b.rtu;n! sem
pmpodon.l n.Durur p(bendingrn 4tara hor8! pd4ggloss poth ili tteDsdiul.I
ser@h barso p.rt8nggussD poli6 yalg oda (bslsttrr. tehpi pEsi ddol dit{ir&-gi 6bu

!. Kerotun ryar (l I di arA lkd dijlla!}r biorpu segala pcriegguns& yes dle.Lrud itu
dibut doee b.hmpa poli. t€ng dir.rhi*6 Fd! bnssd isg bdtii@, ii!r-rcrom,t1@
ohu sa@ pcrt ngSu8e ito l.Isgltrt€ lcbib dlbxtu dri!6& bssel Foliiinj d;-dd;k
bmn l(ctotuatr ,eb.gaMo Etrbu !6.!a ayar ( I ) d' @.

I Pad! sad hj!d' keru8r& da ruu knsakin, Terroggug kJiro@bcnistu!!! sce
Lsnrlr6 pfti.ls8ugm-ptfuegug& hin ydg sedlDg bqtatu llls tadM& b.rnotor dd
abn k rslrngd ,Dg 6@ psd! s. Fjadinrr kflxid dd 8,rgu kcnEt r Jita Ttu'fue,i&k memebuhr persvearsn rn, Dara baknt, alas g"nt, rug, ."o;"ar rjj"_gl

PASAL 21
RISIKO SENDIRI

Utrtut s.r,p kerugim dd atsu lruat b yMg terirdi Tert&geus d.@ggu8 rct.brh d.hlulds nsuro so(,ln yda tftbnE dald ?olis_
Aptb' la Erdaprt pe?JrgsugM di brs ch b!4a *baga'mMa dirM rdd! p.srt I 7. naka .dhiMm
Ds*o seddti dilila,te s.kLal perbitutrge g ri rug' berdasdkr! petratr8gue& dbriwlb bais

rLla paoa sdr teriadrya L.@lalM usir p{edudi kftd.@ .tib!"d 2j fdu tuluh limt r,hun
du al,! detqlrtulyr S[\n ddi 2 {dur tanb ".ndjaL.esgatditetwti.a riutr rouss*eata meDgenaktr 2 /du) ksli tusiko Seodni, rdn,dlD T.tu8gu8.
Jllo Pensmud' *brtumya Ftsr mehrlrd pgp$ja;eM sD;: n;rn wil.uDu ms. bdlr]u slMyug bd krlm8 d&i 2 (dua) bne dM kbssat di[eluetar\ hata ddal i.rt*u tuito sodiri

PASA! 22
S'IBROGASI

serelrn pmbay.@ gari dgl cds th.hrun bemou dab obtr k Dc.tins& rue diod&r!tulrdnd'rM Poris itri. PftuesuS mmsBeril@ r.rihssur ddm hit b*;@id;dciba;;n 
"i"h,lker'Ba qhubung€n d€Dsan km8,ao Esebu. Har subosasi r.Daksird dde ,ytl bi 6;rak!

detrgan setrdirin)a tatrpo meberlukatr suaru surat kua6a thusu! dsrj i. ,ugguo8.

L reruggug '6l!p 6etuggus iowrb aGs *r,ap p.rbd.ia!,&8 mugkb.bpit dmeita
ba* P.mgguS lErbadappibakke ea te6ebut.

2 K.lal,iM TetugGug dltm netaksdatan keNaj,btuys t6.bur @d! .vat I L di at$ dadrTchsbrtdlskr. arau Debsxrangi h.k re(rnssuDg urruk b;ldldafi; san!i.o;j.

PASAI- 23
PEMBAYA.RAN GANTT RUGT

PsiiCgu8 qal ib heDr.l*ail<d p.bbsy@n euri ru€i dltM w*tu lO (riga pdun) hdi lot.nd(*J4 €dey! k.se!*!hn r.nltir &tdm P.neg!u8 ds Tetunggulg m.;gdn jmbb geti ru8t

PASAI!1
PEMULIIIAN qARGA PERTANGGUNGAN

Sdclab lerjedr ketughb sebdgian pdd! kendaradn bcmolo. dlr !la! t.D.ntin!,n vrno
dtp.tlllSgugka Llltga P.rxr8euqe *q bEhtur !.b6 iuDt.! dd od. debn ;,iiih.;NN rrNsk& i@u tcdsie trrt rssuls dlprr ndijnb p.sitih& ri,m pft.Dro;u d6o;6.drb.yf rahi.ne p6hi y&s drbrturs !.crr8 proEt! ridtut i6rfuw*tu-;rll;lrru;ydg borub duriu. NMb d.bikie ptuBgnng bdh.t u$t woUr pmiouo-rinclur

PASA! 25
IIILANCNYA qAK CANII RUGT

1 Ital Tedmggue 6tas Bcnti tusi bed6E*E poli, int lilog ddge lcndidnyr aplbilll
I L rids* ndgajutd nmkl gori rugj dalsn u€ttu 12 (du b.L$)but6siilbixdinv.k.a8e di. arru *eru$ra qatalPu pembftibn@ E!6d addy" li.j.d,;! E6hd'3hpa*a4

1.2. tid.l m.neaiuk& Icber&! il6u de!.mpuh upirr pbycldd& s.lituj rbit G.rhu.lpayr !!kub la'My, dalM watru 6 Gn.;J hulli s.j,k pctur nosem Endtu babwe Tetunggus tid.t b6h* u;tL moda;; c;

I 3. ridal mderuni x.wajibu b.,d6&ke pous q
2. HdtTendggus utul h.lerut cmn tud ddd iurkhbrmj;p;u;rsi;;6r;iA;;W,;**-J"tf,t5lll,*Lj"##Srffi g

h@b.nllhurrn !.@ rotutix, T.@g8ug ridd( Idsljutm t.b@trn red r.flti;-d;no4 m.b.epun up.v. p.ly.tftaiaD o.htui 4btrriB. lllu upay. hutub t.tDii.
PASAL 

'6MATA UANG

Dd@ hal prEmi du a&u thiD bcrda5dta! poli3 ini ditcllpkd datb mn! u&g 4jns tcupipdbayeMy8 dilalolcr dengd mta u&e ruli!tr brtr R;-gsn"*d \* ;-r B" r?-d.il;;"'":;;l?;ff""ff *^ hn'bur dir'hb! d.!s&

PASAT- 27
?TNGIIEMIAN PERIANGCUNGAN

L Schi! dsi hrl-h.l yms di.rE D!d! p.!at 6 lvat a2r p!.*,ogr*u"r"*ia"**ii,iiaffi ff ,;:H#ffi Hff :TJ"Tts**"ffi ilT
P.bb.riablu p.nghqr'd drtrtBud dilahrte 3@h l.nult. n.Llut rur r.Elllt olch

iutrf, ltr*ffi i'$*fl iff"'lffi ,Iffi #*iili;lj?,iffi lgjerddd tlh ,bs rj.r tdssat Fnsirit@ sMr r6tab!,y! ubr ,".G;ti*'-;,.fft
2 aprbila erjadi p@g-hhlie p.negguagd lcbagai@s rlioak3ud p.d! .d ( l) di .u!,

tfihTtff 5f; HHi,:ffifi ilHHil*frfi*trtrffi ;] *':*
tiEffi *i:-"1ffi,,P,,i:;ffi ffi jj,ffijtrlmffi#
.srm tlor,"& pend*rdse. Da*, Tetu.eau.q t d* bairr sb; e";sfi fi;;;ufirk rtu8b wat prislegusd yeg bFlG dr:j-,lao.

1 Pctu8gllse beEtln3tm orotuatis *ElsI lcildi DcdniM,ug doy.blbka t6d&&,r
rffi"r*,H"fl -o,i'Brtmffi e.;ll$"'g#ffi#-ffi W*1#

PASAI,28
PENCEMDALIAN PRIMI

T.rialggug tidlk b€r[at a@ peos.Bbslie p'emi. tftuah ddm bal scbagritud diah! padr
Pdal 8, 10, dd 27.

PASAI,29
PERPANJANGAN OMMATIS

Dog& ili diBid do dikpshti bahws Potis ini akM diperprnJes sccu oro6.rb utut laru
tdbu bdihnny. do8!D ker.nt@ s.basar benkut:

(l) Asunui Sind Mas stuju utrrul melgcover keDblli ker&rsr b.molor reB.but.

(2) T..blssug ssjib mdsinrom*ikrn perubaban pfr14sruss Dsune ldb.r 4j rdMr
pulu! liE!) h8ri *b.16 Poli6 beE$r asr oflbabd riiebJi daj, di].ced4lon di drir

(3) Polis p.rpdjsnee akan b€rh@rol *nifLkor dan ditc,birkad l0 (tigr !uhh) ndi eb.lMjdgt! wkfu Polk &helmnya Umtfln,

(4) BilarM!.lo ts.?uhn, h&i *iat pdiude petungguBe bm brjltM,pmj llilroi bdu
drluai dd tinp. p€mbdiBludn pentujuu perpujdgtu c..@ rerirlis, Drka pols b.El

, PASAL3O
ST'KTJ C IIANC DAN PERI-EN6(A?AN TA.\AAEAN

(orl ofsr@k)

(l) Ddge dic.br da dis.tujui balv! ddm rsl rerjadi rdsM scbasia. (pdial rr$) y6s
Emdht& pclssun.D suta c'dane de a|au pcrleld;pao ub,-bih; kdusl; ilti
ceds8/pnlogkapso ranbatd ysbB dimakud tidar aG o;sedi*o tOur Of S-mrt 

"uolegkr di poslm lokll di wile)eh tMo!68 brla TciarssGg dimill! dun tunn mitanrrmMi 3uLu C!d6E /pqlftgk pan y g dihakld daiFen;neguDg ato ntub.ye s4ti
ts' &!..sa t04r lo 9ad!.!E/p(hngk!pan hbhrd reBebuiisiai d*s* dde 6,8"
(Pnc. List) dri authoriad dqlq.

(2) D.lao h.l ridrt rda Nrholiad dealer di Indoo.sia utut lenrtll@ rcseh! !.hirssa
lotu8gug hhs deDginpd sulu arlrng lm.but rt n ftsm laio, mdo pmmggug ,6,
Dembrrrr 8eriNg] pmb.lis suku cad e rdebui srd waid (t@;ur o&i*'h,im
do FrJ4k). r€bpi h{r* rctnas1{ biay. - biay! laitr

(3) Bhtt lrau ongko! GMS. k.rja yans wrJa' utul D.masr0sn qu]u cidee B.but 6l.h
bftgr.l yug dituljul P(@ggu8 .L,n d 

j smti oleh posssus. _

PASAIII
PENGEMUDI KENDAXAAN

(l) T.tugg!4 dihibb stut b@Jampaikan pbotocopy S@l lzid Menaenudi {SIM) dsp@gfrudr ksdtu t€ne dibtroittu tcpada penessur 
Dad, sdt msiw eNiuDMaslllu'. Aplhil3 rdrtiper pe banan, maka rmansaunea,mlik utut dadi;m;uM,ieperub'lrn leb.bnr de!8M Ecgera k.pada kdDror Frnanssuns alad d€blii wibsr9wsim..d.i Uoin.

O) P6g6!di kd.Lru bmoto! yoq didluturuon k@!d! ptuIlury hN n.hfllti SnrI't' p.nr.Jnldr (srM) dloern'urri .nun re ut'-'vJ ro ur,iri. pi;r.;ilif;l iiatE6 lrl SrM..l!u b!ruta dittrwsh t6 hhh rnu bdsi.dhr& ?o r,!s_;dr;i,i,lJi;;*.c.l.ka!r dsk p.rdssug rtdol b.rk.wijlhe urul ncdp,"; a;i *itiyii-u-rfi

D.ngu ini dinyaraks de .li6epakti bal,!6 Tetunssur drn p.n !tuc ,kd i.rah&inu{a pc.y.ics& sde}.E m.kruj Majetis Arbib ae Aa HoL sb.s;; b;rar
L M!j.h Arbirls. Ad Hft Edni ddi 3 rrig!) tugArbrk Tellhss@rd6 p.1ulll6r

naDg-|nr3hg hqunjut r@n8 Artit i ddrn w.r$ 30 (ttr. Dutuh) h.tl t ,i;do;
r!..l3n dn rinany! p.oblrjuhuM, y6os kmudls kcdui Arbtior tni.bu nml,,hdu 6.nu.Jul Arhlrd lGrisa dal.h qaktu ta (.bp bcls) h*i r<rr",Acr rmi.t
Arb .r y&8 r.nu dituljur. a,bno ktiE! Ddjadr lc@ M;Flts Arhht !e Ad Hoc.

Ddlb h.l Erjadj k.ndltFparrkn drtm pftmju$M &bner tdiEl T.rr,r!dn!
lT-atan 

lcMseMg d.p'i mdsajurd pnohotr kead! k Na p_eaau" i!g"ibtux E.buju* pm Arbir.r dd allu kerua Art tr€.

, l":"trry:ry f""li" hds dke'eso*a ddM w.rr parirg lDa j8o G.Bud.rlpa purun) hfj sqidt Majet,s Arbira* r'd Hoc hbtuin. 6_g- p*i.i*
p4a p'har da.plbrto die8sdp pertu ol€h Malel6 Arbr@r a1 U'oc, ;"igkeMxni pmd*l@ sengkeb dipar dpcoanj4s.

PASAI,32' PERSELISIUAT

Apdib tint{l p6.lj3ih& uh Pmalg8ue d!, T.tulgguE lcb,qaj slo}d dq Mdsm dqErggulgjr$b alau b.imya gud rugi d,n Polis rd, dak pncLisiho {.sebul s&;! dsd*ilu t(i\:_Gqu P<Ilbe rtlu busyp@! rl,tb wrltu Datjrs tMa 60 rm Durtrhr hm !,t6da enk rrlt
tmbdlyr pGelilitd, l*lisihd rimbul sEar TedjresuE .su ptu-;ru; -_*l,r_ "J;rtu$xendd{ s.p6k'l& abs h.r ybsdipeFetisihle. ADabrta Ebv.le;ld;Edlaihs _d,t_ tslalp.lrM8r& lED nusyrwmh rida* d,par dicapii, peDsesuns hmh.rjka; t.bebsdtoadarffi8ges utu r nembb $kh sru d&i Ua8ul DdFtq,un rolkd ..h,s,,n,n^ dir;r i, I lDrwd ro', utuk rltanjurDy. ridat dcpar diclbri.uu urb4.U,ar:Tertallo:de ,a,,, utut - ,

ffifrHH"lltrt*ffii,'8ffi'#*1ffi*i"fr1ffi*H#*ffij"Hl keru
pruneya dtro irl)M v{rtu EBebJr. Eak p.DaDeEus b.rbat;lbitin $h! $tu kra*,t n-_pdttredd !tuax.t dDralsd

A. Ic.lttl P.ry.l6rhD sdqk.ri nel.rulArbunr. men

Klnr
borsi

rang

lnst
bmb
lnti r
t dar

Punisb ArbiEs. bd:fll frit du nehpuyd kekub! hut@ t.@ de Mejkrrr.nsr8sul ds pcMssus. Dst,n hot Ttusshs dan ,$! p;&etu, ;d,! Jle nrE.l'rcensrtu !trtustu Arrir-aje $cm sureta, puMe djlakearu 6i,a"i*t . , -. ' 'p.tubn kctu! p.bed e Nesq tano(
U.ruk h!l-h.l yst b6lb dhtu d.lu pdd tnr b6r!t! kli.nruo vmr Ar$u orro rmhlffiiu*ffi i,Tffi*I1fffifl s,f*L;H.-s*ffi i ;;;

L Khurul P€ry.lBrh! S.rgk t6 b€Llnt pen8sllir

D.nsD i.i dily.bto d& d6.paka bahwlredllsssgda p**o*" 
"*,do"* 

Va ?t
urdap6y.r6riu s'srera neraru p€nsldnd Ne;en. - -'_-- lgkel

PASAI,33 ]
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hal-bal yde betDnatau ridak o,kup di.hudar.D potis hi, bertaku kereduuKibu IuDdrrs.ud&!8 HuIu Dastug deabit pemntu pctudd;_d^s""-r;;;l;d 
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PERHATIAN
Pasal 12 - Pertanggungan di Bawah Harga

1. Harap Anda senantiasa memperhatikan Hirga pertanggungan mobil Anda sehingga
selalu sesuai dengan Harga Pasar.

2. Anda berkewajiban untuk memberitahukan kepada kami tentang
Pertanggungan tersebut ke alamat, telepon atau fbx di bawah ini.3. Jika pada saat klaim Harga Pertanggungan lebih rendah dari pada
maka ganti rugi akan dilakukan secara prorata

Contoh Perhitungan sebagai berikut :

perubahan Harga

Harga Pasarnya,

KLAUSULA PENGGELAPAN ATAU PENCURIAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini tidak menjamin kerusakan dan/atau kehilangan
atas kenciaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebigai

r akibat dari penggetapan atiu p-enclrian yiig oitatut<an oten s6pii I Car<in s"pi;;l;, Fengemloi
/ calon Pengemudi rertanggung, orang yang bekerja pada Tdrtanggung, ialon pembeli yang
sedang.melakukan uji coba qest drive), orang yang di suruh rertan-g-gun-g, orang yang oengai
seijin atau sepengetahuan Tertanggung atau'su;mi atau lsttl atirj nri'ir rert?ngg-ung aiau
Orang yang tinggal bersama Tertanggung.

Harga Pertanggungan mobil Anda
Harga mobil yang sama di pasar saat terjadi klaim
Kerugian/Biaya perbaikan
Ganti rugi yang Anda terima
Rp. 100.000.000,-

Rp. 125.000.000,-
X Rp. 10.000.000,-

Rp. 100.000.000,-
Rp. 125.000.000,-
Rp. 10.000.000,-

Rp. 8.000.000,-

syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap b .,1aku dan tidak mengalami perubahan.

KLAUSUL SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN (01-12_2003)
(Bertaku Untuk Kondisi Alt Risk Saja)

ngan ini dicatat dan disetujtii bahwa dalam hal terjadi kerugian sebagian (partial loss) yang
merlukan penggantian suku cadang dan atau perlenokapin tamb;har; sJa-no-kan s,,k,,perlengkapan tambahan sedangfari iuki
ang/perlengkapan tambahan yang-dimaksud iiaat iiJ peis;di""; (or; oi'sio-"ro 

"taulka di pasaran lokal di wilalah-lndonesia, maka reitanq-ouno',ji-niinL' JniuL tt,rt,tngka di pasaran lokal di wilalah-lndonesia, maka reitang-jun!',iirninta intur turut
ombantu mencari suku cadang/peirengkapan yan! dimaksud oan FEnarigjung akan memuiiii
rnti rugi sebesar harga suku cadangTpeilen!ra[an tambahan terliuuiGjuai'oenoan ortcesesual dengan

akan membayar
al dengan prlc€

bantu m€ncarisuku cadang/peilengkapan yan! dimaksud dan
rugr seD€sar harga suku cadang/perlengkapan tambahan 1

rg

dari authorized dealer.

am hal tidak ada authorized dealer di lndonesia untuk kendaraan ters€but, sehingga
llsj?gs-11iy:. Iplg'Ipg[ :ulu cadans tersebur dari nesara tain, mirJpenanijging aHnrbayar ganti .rugi pemberian suku cad-ng tersebut seciia wa;ai (t;disui;6[os kirimpajak), tetapi tidak termasuk biaya-biaya-lain.

atau ongkos tenaga kerja yang wajar untuk
>l yang ditunjuk Penanggung akan disanfl okPenanggung

uar untuk pemasangan suku
digantl oleh Penanggung.

cadang tersebut oleh



t ra asuransi

MIsinarmas
I **or-*rror"r.*
Apabila rimbul perselisihan antara Penang$mg datr Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jalab u%^--a

besarnya ganti rugi clari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam

wakt' pating lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul se;ak fertaoggung a$f,*
Penanggung menyatakan secfia tertulis ketidaksepakatal atrs hal yary diperselisihlan-

Apabila penyelesaian perselisihan melalui podamaian atau musyawarah titlak dapat dicapai, Penanggung membsrikan

kebebasan kepada Totanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa s€bagaimana diatur di bawah ini:

A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

- Dengan ini dinyatakan dan <lGepakati bahwa Terhnggung dan Penanggrmg akan melakukan penyelesaian sengketa

melalui Badan Merliasi Asuransi Indonesia @MAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI'

B. Arbitrase

Dengan ini dinyaAkan dan disepakati bahwa Tertanggrmg dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa

melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikw :

?. Majelis Arbitase Ad Hoc t€rdiri dari 3 (tigs) orang Arbiter. Teftanggung dan Penanggung masing'masing

menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga prduh) hari kalender setelah diterimatrya pernberitahuan, yang

kenudian kedua Arbiter.tersebut m€milih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender

setelah Arbiter yang kedua ditunjulc Arbiter ketiga nenjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

8. Dalam hat terj&di ketidskepakatan datam penunjul*an A$itsr ketigq Tertanggung dan atau Penanggung dapat

mengajukan permohonan kepada kenra Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal unhk

menunjuk ketua Arbiter.

9. pemerikaan atas sengketo harus diselegaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hui sejak

Majclis Arbifase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetqium para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis

Arbttrase Ad Hoc, jangla waktu pcrneriksaan sengketa dapet diperpo{ang.

10. Putusan Arbitsase b€rstfat final drn mempunysi kelalam hul m tetap dm mengtkst Tortanggung dan Penanggung,

Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbiasse sexara sukarela, putusan

dilaksanakan berdasarkan perintah k€tua Pengatlilan Negeri yang daemh hukuonya di mana termohon bertempat

tinggal atas permohonan salah satu pihak yang

11.Untuk hal-hal yang belurn diatur dilam Pasal ini berlaku ketentuan yang tliatur dalFrn undang-undang tentang

arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No, 30 Tahun i999 tanggal 12 Agustus

I 999 tentang Arbitrase dan A.ltematif Penyelesaian Sengketa"

12, Dengan inl dinyatakan dan discpakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaiaa sengketa

m€lalui Pcngadilan Negori di wilayah Ropublik Indonosia.

j . sili!.+j$r:l1'i1!51irfiFtrffti*Wiriifr{*llw ""6,'F.e.F/@!**!ffim@6
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